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JUDUL SKRIPSI : KONTRIBUSI SEKOLAH DEMOKRASI
TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI
KABUPATEN PANGKEP
Skripsi ini melalui dua masalah pokok, yakni: Bagamana bentuk Kontribusi
Sekolah Demokrasi Pangkep terhadap Pembangunan Politik di Kabupaten Pangkep
dan kendala apa yang dihadapi Sekolah Demokrasi Pangkep terhadap Pembangunan
Politik di Kabupaten Pangkep.
Data yang diperoleh dengan menggunakan instrument berupa Observasi,
Dokumentasi, dan Wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan
teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk Kontribusi Sekolah Demokrasi
Pangkep (SDP) terhadap Pembangunan Politik di Kabupaten Pangkep adalah
desiminasi opini politik, yaitu memberikan pemahaman baik kepada peserta didik
maupun kepada anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep tentang cara
berdemokrasi dan berpolitik, cara memilih calon pejabat eksekutif misalnya cara
memilih kepala daerah, cara memilih calon legislatif misalnya memilih anggota
DPRD, yakni memilih pejabat eksekutif dan legislatif yang dianggap bersih dan
bertanggung jawab kepada rakyat agar kesejahteraan masyarakat Pangkep dapat
terwujud sebagaimana visi dan misi Kabupaten Pangkep. Advokasi, yaitu melakukan
pembelaan kepada anggota masyarakat khususnya anggota masyarakat yang
dilanggar haknya oleh pihak tertentu, seperti pembelaan terhadap hak-hak anggota
masyarakat di sekitar pertambangan. Realisasinya antara lain mengadakan kunjungan
dan dialog denan DPRD Pangkep dan pihak PT. Semen Tonasa membicarakan
masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan pihak perusaaan. Kendala sekolah
demokrasi pangkep (SDP) terhadap pembangunan politik di kabupaten pangkep
yaitu: keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketrbatasan dana, dan keterbatasan
sarana kerja.
1BAB  I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, dapat
menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia, baik itu
berkaitan dengan iptek itu sendiri, maupun terhadap ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya dan keamanan.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasakan dunia ini
semakin kecil sehingga setiap kejadian di tempat manapun dapat diamati dalam
waktu yang sama di tempat yang lainnya, itulah yang dikatakan globalisasi. Dengan
globalisasi dapat menimbulkan persaingan global bagi individu maupun kelompok.
Masalah ini kalau dianggap secara positif akan mendorong individu maupun
kelompok manusia untuk dinamis mencari alternatif pemecahannya.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia secara internasional, negara dan bangsa
Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari situasi dan suasana peradaban dunia
seperti digambarkan. Namun demikian sesungguhnya warga telah memiliki strategi
yang pasti untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, yakni dengan melaksanakan
pembangunan nasional. Secara individual, setiap warga tidak dapat menutup diri dari
dinamika dunia dewasa ini. Justru sebaliknya, dituntut untuk dapat menyikapi setiap
gejolak atau perubahan yang terjadi di sekililingnya, dengan arif dan bijaksana.
2Kepedulian atas pembangunan pendidikan memang telah banyak diwujudkan.
Segenap daya, dana dan sarana dikerahkan guna meningkatkan kualitas pendidikan,
yang pada ujungnya bermuara pada satu tujuan yaitu meningkatkan kualitas manusia
Indonesia.
Dalam lingkup nasional, pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yakni:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu , cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang bertanggung jawab.1
Rumusan fungsi dan tujuan tersebut menggambarkan karakteristik umum
manusia Indonesia yang diharapkan dapat dicapai melalui proses pendidikan.
Sekolah Demokrasi sebagai sub-tingkat pendidikan dari keseluruhan
penyelenggaraan pendidikan formal, bahkan sebagai bagian dari keseluruhan
pendidikan nasional, tentu mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dengan
lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
Sekolah Demokrasi adalah sebuah program pengembangan demokrasi dalam
kerangka memajukan demokratisasi. Program ini didasarkan pada pertimbangan
1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2003)., h. 8.
3bahwa demokrasi dapat didorong maju dengan menggunakan berbagai cara yang
memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara
lebih luas. Sekolah demokrasi dapat menjadi forum pendidikan dan pelatihan bagi
orang-orang muda yang strategis dan mempunyai komitmen politik untuk berperan
aktif dalam memajukan demokrasi.2
Isu tentang sekolah demokratis di Indonesia memang relatif baru dalam
wacana akademik bidang kependidikan. Istilah demokratis, diambil dari bahasa
Yunani Kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti
kekuasaan, yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat. Istilah demokratis memang
muncul dan dipakai dalam kajian politik, mekanisme berdemokrasi dalam politik tak
sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan,
namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokratis
tersebut dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
di sekolah.
Program sekolah demokrasi yang dikelola Lembaga Advokasi dan Pendidikan
Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan kerjasama Komunitas Indonesia untuk
Demokrsi (KID) telah berlangsung di Kabupaten Pangkep sejak tahun 2010.
Sekolah Demokrasi di Kabupaten Pangkep merupakan program yang
dirancang untuk memperkuat demokrasi ditingkat lokal melalui pendidikan khusus
bertema demokrasi. Ada tiga hal yang hendak dicapai dari program Sekolah
2Lihat Tim Program Sekolah Demokrasi Pangkep Lembaga, Sekolah Demokrasi  Kabuaten
Pangkep (Makassar: Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan,
2011), h.2.
4Demokrasi dalam pernannya terhadap pembangunan di Kabupaten Pankep, yakni:
Pertama, penguatan wacana demokrasi, kedua; peningkatan skill berdemokrasi, dan
ketiga; penguatan komitmen pada nilai-nilai universal demokrasi. Pentingnya sekolah
demokrasi di Kabupaten Pangkep ini agar demokrasi bisa berjalan baik dengan
melakukan pendidikan yang sifatnya lebih kultural.3
Problem dasar dari praktek demokrasi lokal selama ini karena komitmen pada
nilai-nilai universal demokrasi mengendap pada aktor-aktor demokrasi. Padahal,
penegakan demokrasi mensyaratkan adanya penguasaan wacana demokrasi secara
memadai pada aktor-aktor demokrasi, adanya keterampilan yang cukup yang
diperlukan untuk kebutuhan penegakan demokrasi, dan adanya komitmen yang secara
konsisten yang dipegang teguh oleh aktor-aktor tersebut. Peserta sekolah demokrasi
diseleksi khusus dan diharapkan direkrut dari empat pilar pokok demokrasi, masing-
masing partai politik, pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil.
Kabupaten Pangkep memiliki berbagai tantangan yang berkaitan dengan
praktik demokrasi, misalnya dalam hal tata kelola pemerintahan, konflik antar
kelompok/kepentingan, hubungan industri/bisnis dengan masyarakat, dan sebagainya.
Kehidupan demokrasi di Kabupaten Pangkep dapat lebih dikembangkan mengingat
posisi strategis, keberagaman, kesejarahan, kekayaan tradisi dan budaya, serta
kekuatan kultural yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep.
Peranan Sekolah Demokrasi di Kabupaten Pangkep sebagai pendidikan politik
dapat membuat terobosan dalam proses pembelajaran demokrasi. Para peserta
3Ibid.
5berinteraksi antar peserta, nara sumber dan fasilitator seperti masyarakat yang sedang
bertransformasi menjadi lebih demokratis. Proses belajar-mengajar di Sekolah
Demokrasi Kabupaten Pangkep tidak hanya in class, tetapi juga seimbang dengan
kegiatan out class dengan melakukan kegiatan seperti talkshow radio, studi lapangan,
kunjungan ke stake holder strategis, outbond, bedah buku, diskusi rutin, pelatihan-
pelatihan, dan juga kuliah umum. Peserta juga diharapkan untuk bisa menyampaikan
gagasan menggunakan media cetak maupun elektronik. Hal tersebut  penulis tertarik
untuk mengangkat judul skripsi ini yakni: “Kontribusi Sekolah Demokrasi Terhadap
Pembangunan Politik di Kabupaten Pangkep”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok masalah yang diajukan
adalah: Bagaimana peranan sekolah demokrasi terhadap pembangunan bidang politik
di Kabupaten Pangkep?
Pokok masalah tersebut, dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana bentuk kontribusi sekolah demokrasi terhadap pembangunan di
Kabupaten Pangkep?
2. Kendala apa yang dihadapi sekolah demokrasi terhadap pembangunan politik
di Kabupaten Pangkep?
6C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul tersebut,
maka akan dikemukakan pengertian judul sebagai berikut:
Sekolah Demokrasi adalah sekolah yang mengimplementasikan pola-pola
demokratis dalam pengelolaan sekolah/madrasah yang secara umum mencakup dua
aspek yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta
merancang kurikulum yang bisa mengantarkan peserta didik memiliki berbagai
pengalaman tentang praktik-praktik demokratik.4 Dengan kata lain sekolah demokrasi
adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik
demokratis itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat dalam membahas program-
program sekolah/madrasah, dan prosedur pengambilan keputusan juga
memperhatikan berbagai aspirasi publik serta dapat dipertanggung jawabkan
implementasinya kepada publik.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk peranan sekolah demokrasi terhadap
pembangunan di Kabupaten Pangkep.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi sekolah demokrasi terhadap
pembangunan di Kabupaten Pangkep.
4Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis ( Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2007), h. 35.
72. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah
1) Kegunaan bagi tokoh-tokoh politik dan para pemimpin khususnya
Kepala Pemerintahan di Kabupaten Pangkep, bahwa melalui penelitian
ini setidaknya dapat memberi muatan-muatan pemikiran baru terhadap
sistem perpolitikan dan berdemokrasi dalam upaya pembangunan di
Kabupaten Pangkep.
2) Dengan tercapainya beberapa tujuan dalam penyusunan skripsi ini,
maka diharapkan dapat berguna bagi semua pihak terutama para
peserta didik di Sekolah Demokrasi terhadap pembangunan di
Kabupaten Pangkep.
E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka yang penulis maksudkan dalam uraian ini adalah penulis
ingin mendudukkan posisi tulisan dan penelitian ini berbeda dengan beberapa
literatur yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yaitu mengenai peranan
sekolah demokrasi terhadap pembangunan.
Beberapa sumber yang berkaitan dengan tulisan ini misalnya “Fungsi
Mahmakah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi”,
oleh Abdul Latif antara lain disebutkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki negara
modern dengan Pemerintahan res publica (Kekuasaan diberikan kepada masyarakat
8umum).5 Negara Indonesia adalah negara Hukum (rechtsstaat), bukanlah negara
kekuasaannya (machtsstaat). Negara Indonesia menganut prinsip pemisahan dan
pembatasan kekuasaan menurut sistem  konstitusional yang diatur  dalam Undang-
Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang
Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas tidak memihak yang menjamin
persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap
orang termasuk terhadap penyalagunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
Apa Itu Demokrasi, oleh Bondan Gunawan antara lain membahas bahwa
dalam demokrasi pemilihan umum adalah bagian dari perwujudan hak-hak asasi yaitu
kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berserikat. Melalui pemilihan
ini pula rakyat membatasi kekuasaan pemerintah, sebab setiap pemilih dapat
menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang
membuat kebebasan pemilih terganggu.6
Uraian tersebut dipahami bahwa dalam berbangsa dan bernegara, tidak
membedakan antara  warga yang satu dengan warga yang lain yaitu setiap warga
Negara mempunyai hak yang sama termasuk hak politik yang salah satu realisasinya
adalah melalui pemilihan umum. Rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi
pemeritahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini,
5Lihat Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi (Yokyakarta: Kreasi Total Media, 2009),
h. 119.
6Bondan Gunawan, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi (Yokyakarta: Liberty,
2005),   h. 27.
9pemerintah berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat
banyak dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan. Hak
warga negara di bidang politik yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai
warga yang sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar mendapat hak ikut
serta dalam pemerintahan termasuk hak memilih dan dipilih.
Paradigma Pendidikan Demokratis, oleh Dede Rosyada antara lain
menyebutkan bahwa dalam pendidikan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna
kulit, agama, dan bangsa. Nilai-nilai ini ditanamkan agar hubungan antara sesama
peserta didik dengan gurunya saling menghargai dan menghormati.7 Sekolah sebagai
lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik
untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur,
sistematis, dan komprehensif serta menumbuhkan kekritisan, sehingga anak peserta
didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam
proses seperti itu diperlukan sikap yang demokratis. Dalam dunia pendidikan pasti
ada prinsip-prinsip demokrasi yang tertanam di dalamnya. Dalam prinsip tersebut
dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh
fikiran, sifat, jenis masyarakat dimana mereka berada, karena dalam kenyataannya,
pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Demokrasi dalam pendidikan mempunyai prinsip-
prinsip ini begitu bermakna dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut antara
7Lihat Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2007.
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lain adalah: 1) keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga
negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik
yang ada, 2) dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik,
3) memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita.
Komunikasi Politik oleh Anwar Arifin, antara lain menyebutkan bahwa
sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali
sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-
gejala politik. Sosialisasi politik juga sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan
keyakinan-keyakinan politiknya kepada generasi sesudahnya. Sosialisasi politik ini
merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling
mempengaruhi di antara kepribadian individu dan pengalaman-pengalaman
politiknya yang relevan dan memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya.
Sosialisasi politik mempunyai tujuan menumbuh kembangkan serta menguatkan
sikap politik dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau
bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-
peranan politik, administrative, judicial tertentu. Sosialisasi politik merupakan suatu
proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional
(emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes dan dimediai oleh
segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Sosialisasi politik
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melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah
sistem politik.8
Berdasarkan  beberapa  teori pada buku-buku  tersebut  secara  umum  hanya
membahas  mengenai perlunya demokrasi dalam kehidupan berpolitik, berbangsa
dan bernegara serta perlunya sekolah demokrasi dalam proses pembelajaran
berpolitik bagi warga negara,  dan  yang membedakan  dengan  pembahasan penulis
adalah  bahwa di dalam  buku-buku  tersebut tidak dijelaskan secara terperinci
mengenai peranan sekolah demokrasi terhadap pembangunan bidang politik di
Kabupten Pangkep,  sehingga  penulis  berkesimpulan  bahwa  judul tersebut  belum
pernah  dibahas.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori Demokrasi
Gagasan atau konsep negara demokrasi adalah antitesis dari konsep negara
monarchi yang memiliki kekuasaan absolut. Sejarah telah membuktikan, bahwa
lahirnya pemikiran negara demokrasi dilatarbelakangi oleh suatu keadaan, dimana
hak dan kebebasan rakyat tidak terlindungi sebagai akibat kekuasaan penguasa
otoriter yang bersifat absolut.
Soehino mengemukakan bahwa pada abad  ke V sebelum Masehi (SM) di
Athena (Yunani Kuno) telah dilaksanakan demokrasi, walaupun demokrasi belum
lahir sebagai konsep atau teori, dan praktik demokrasi tersebut baru dilaksanakan
dalam suatu negara Kota. Athena yang dikemudian hari mendapatkan sebutan
8Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Jakarta: Graha ILmu, 2011), h. 89.
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demokrasi langsung, kemudian berkembang pada abad ke XVII dan abad ke
XVIII, lahir menjadi sebagai demokrasi perwakilan atau demokrasi modern dan
mendapatkan makna sebagai suatu sistem, cara, metode mengikutsertakan rakyat
dalam pengambilan keputusan. Ajaran Trias politika ini yang justru menentukan
lahirnya negara hukum modern yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan
Rousseau dengan kedaulatan rakyat.9
Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdri dari dua
perkataan yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “cratein” yang berarti
memerintah. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau istilah Inggris “the
government of the people, by the people and for the people”.10
Sesuai hal tersebut, Thaib mengemukakan:
Semua kekuasaan harus dilaksanakan ole satu orang kolegal yang para
anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggungjawab
kepada rakyat.11
Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus
berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Manan bahwa demokrasi
merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena
itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, Manan
9Lihat  Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah (Yokyakarta: Liberty, 1988),
h. 240.
10Lihat Gunawan, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi (Yokyakarta: Liberty,
2005),   h. 1.
11Lihat Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945
(Yokyakarta: Liberty, 1989), h. 8.
13
menyatakan, bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus
memenuhi unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:
a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota prkumpulan
b. Ada kebebasan menyatakan pendapat
c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemutusan suara
d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki beragai jabatan pemerintah
atau negara
e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan
atau negara
f. Ada pemilihan yang bebas dan jujur
g. Terdapat berbagai sumber informasi
h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus
bergantung kepada keinginan rakyat.12
Sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan umum ditentukan
atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemerintahan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Sistem
politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk
membuat kebijaksanaan umum oleh warga negara melalui wakil-wakil yang
dipilih oleh mereka berdasarkan suatu pemikiran yang bebas. Selain itu,
12Lihat Bagir Manan, Perbandingan Hukum Tatanegara (Dewan Konstitusi di Perancis dan
Mahkamah Konstitusi di Jeerman (Bandung: Alumni, 1995), h. 58.
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diselenggarakan pemerintahan yang bertanggu jawab dan sistem peradilan yang
bebas. Apabila demokrasi dikaitkan dengan konstitusi, maka muncul istilah
demokrasi konstitusi sebagai antitesis atau lawan dari konstitusi otokrasi.13
Dari ungkapan di atas dapat diketahui, bahwa suatu negara disebut negara
demokrasi jika berlaku prinsip demokrasi di dalam organisasi negaranya dan
suatu negara dikatakan negara otokrasi apabila berlaku prinsip otokrasi di dalam
organisasi negaranya. Pemerintahan rakyat dalam skala besar seperti negara
hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan sebagai bentuk pemerintahan
yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
Mertosoewignjo dalam konteks yang sama berpendapat, bahwa dengan
masih menganut paham kedaulatan rakyat harus dicari suatu sistem yang sesuai
untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kemudian mengambil keputusan
bagi negara yang memiliki jumlah rakyat  warga negaranya sudah berjumlah
besar seperti Indonesia. Adapun sistem yang dianut di negara Republik Indonesia
ialah yang diatur dalam UUD 1945. Negara Indonesia menganut asas atau sistem
kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar (hasil perubahan ketiga UUD 1945).14
Pada hakikatnya kedaulatan Negara Indonesia tetap berada di tangan rakyat.
Ini membuktikan, bahwa kedaulatan tersebut dijalankan oleh rakyat  pada saat
13Lihat Ibid., h. 9.
14Lihat Sri Sumantri Martosuwignjo, Hak Uji Material di Indonesia (Bandung: Alumni,
1997), h. 136.
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diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung. Jadi kadaulatan rakyat
terwujud menjadi representative democracy direalisasi melaui pemilihan umum,
yaitu untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPD. Lewat pemilihan
umum inilah rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya.
Itulah sebabnya, penyimpangan terhadap pemilihan umum baik yang berkenaan
dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai suatu proses demokratisasi
yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk memutus sengketa kewenangan hasil pemilihan umum.15
Dari teori demokrasi yang dikemukakan di atas, menjadi acuan untuk
mengetahui dalam praktik, konsep negara hukum demokrasi yang lahir pada orde
reformasi, serta mencari bentuk konkret ciri-ciri demokrasi konstitusional, yang
menghendaki adanya pembatasan kekuasaan para penguasa guna menjamin
pelaksanaan hak asasi warga negara, yang dicantumkan dengan tegas dan jelas
dalam UUD, sehingga segala macam bentuk tindakan pemerintah dalam arti luas
didasarkan atas ketentuan konstitusi atau UUD 1945 dan sekaligus untuk
membatasi tindakan pemerintah agar tidak secara sewenang-wenang
menggunakan kekuasaannya.
Sebagai negara yang lahir pada abad modern, menyatakan diri sebagai
negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut banyak dipengaruhi oleh
paham Eropa Kontinental, hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia adalah
bekas jajahan Belanda yang memang membawa pengaruh konsep negara Hukum
15Lihat Ibid., h. 5.
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Eropa Kontinental. Karena istilah yang digunakan rechtsstaatm maka timbul
pertanyaan, rechtsstaat atau negara hukum yang bagaimana dianut di Indonesia.
Masalahnya rechtsstaat dalam pengertian  yang sama atau identik dengan konsep
negara hukum Eropa Kontinental atau tidak.
Sesuai hal tersebut Azhary berpendapat bahwa di dalam penjelasan UUD
1945 istilah rechtsstaat merupakan suatu genus begrip sehingga sdengan
demikian dalam kaitan dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari
istilah rechtsstaat sebagai genus begrip. Studi tentang rechtsstaat sudah sering
dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, namun tidak satupun diantra mereka dapat
menentukan sikap bahwa Indonesia negara hukum dalam pengertian rechtsstaat
dan bukan rule of law atau sebaliknya.16
Berkenaan dengan hal tersebut Afan Gaffar mengemukakan bahwa Negara
Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus
diangakat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum
Indonesia dapat pula dinamakan negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok
dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of
religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum
16Lihat Muhammadi Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsinya
Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
(Jakarta: Media, 2003), h. 92.
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Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme
atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia.17
Uraian tersebut dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45, yaitu suatu negara yang
menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah guna menjamin
pelaksanaan hak-hak asasi warga negara, sehingga segala macam bentuk tindakan
pemerintah dalam arti luas didasarkan atas ketentuan konstitusi atau UUD 1945
dan sekaligus untuk membatasi tindakan pemerintah agar tidak secara sewenang-
wenang menggunakan kekuasaannya.
2. Teori Strukturasi
Strukturasi menurut Antony Giddens adalah merupakan penggabungan
antara teori struktural dan teori individual. Individu dapat mempengaruhi
struktur dengan kemampuannya, tetapi struktur juga dapat mengikat
dan menggerakan individu dengan kuatnya, sehingga sama-sama
mempengaruhi.18 Giddens menyebut individu dengan istilah human agent.
Giddens menjelaskan masyarakat dengan konsep agen dan struktur. Makna agen
hampir sama dengan individu, namun agen lebih menunjuk pada watak individu
aktif. Setiap manusia merupakan agen yang memiliki tujuan, karena sebagai
individu ia memiliki alasan-alasan untuk tindakannya dan kemudian memperinci
17Lihat Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (Yokyakarta: Pustaka
Pelajar), h. 24.
18Anthony Giddens, The Constittion of Society Outline of The Theory of Strukturation
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 1010), h. 79.
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alasan-alasan ini secara terus-menerus. Giddens telah banyak menyurvei teori
yang dimulai dari individu atau agen maupun struktur (masyarakat) dan menolak
kedua alternatif tersebut. Giddens berpendapat bahwa kita harus mengawalinya
dari praktik atau tindakan sosial yang tengah berlangsung. Ranah dasar studi
ilmu-ilmu sosial menurut teori strukturasi bukanlah pengalaman aktor individu,
atau eksistensi bentuk totalitas apapun, namun praktik yang ditata di sepanjang
ruang dan waktu.19
Inti dari teori strukturasi Giddens yang berfokus pada praktik sosial adalah
teori hubungan antara individu dengan struktur. Ditujukan untuk menjelaskan
dualitas dan hubungan dialektis antara individu dengan struktur. Jadi, individu
dan struktur tidak bisa dipahami secara terpisah satu sama lain, keduanya adalah
sisi koin yang sama. Semua tindakan sosial melibatkan struktur dan semua
struktur melibatkan tindakan sosial. Antara individu dan struktur, bukan
merupakan dualisme, melainkan dualitas. Melalui dualitas struktur diletakkan
dasar untuk teori reproduksi sosial dengan postulatnya, bahwa terdapat hubungan
inheren antara produksi dan reproduksi interaksi.
3. Teori Elit
Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul
semua atau  hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang
dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan
Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat,
19Ibid.
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suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang
dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua
sosiolog politik Italia, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca.20
Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok
kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial
dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau
pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki
jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada
umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai
yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang muasik, karakter moral
dan sebagainya.
Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit
yang memerintah (governing elite) dan elit yang tiak memerintah (non governign
elit). Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elit politik lebih jauh
dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca,
dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta
mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakt yang paling maju dan kuat
selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah.
Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua
fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang
20SP Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 298.
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didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur
dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.21
Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara
efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian
didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa “hukum besi oligarki tak
terelakkan”. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat,
dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell
berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak
berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan
fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun
tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi
peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja
yang kebetulan punya peran penting.22
Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick.
Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elit. Pertama, dalam tradisi yang
lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis,
memenuhi kebuthan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau
menampilkan kualitas tersendiri. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta
tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Ke dua, dalam tradisi yang lebih
baru, elit dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun para
21Ibid.
22Ibid., h. 299.
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petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian
elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh
yang selalu menjadi figur sentral.
Lipset menunjukkan bahwa elit adalah mereka yang menempati posisi di
dalam masyarakat di puncak struktur-struktur social yang terpenting,, yaitu posisi
tinggi di dalam ekonomi pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama,
pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan. Pernyataan seiring dikemukakan oleh
Czudnowski bahwa elit adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau
aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur
dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan, militer, akademis, industri,
komunikasi dan sebagainya.23
Berdasarkan pandangan berbagai ahli tersebut dipahami bahwa secara
umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga sudut pandang. Pertama, sudut
pandang struktur atau posisi. Pandangan ini lebih menekankan bahwa kedudukan
elit yang berada pada lapisan atas struktur masyarakatlah yang menyebabkan
mereka akan memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat. Kedudukan
tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau kedudukan sosial yang
melekat, misalnya keturunan atau kasta.
Elit menjadi golongan utama dalam masyarakat yang didasarkan pada posisi
mereka yang tinggi dalam struktur masyarakat. Posisi yang tinggi tersebut
terdapat pada puncak struktur masyarakat, yaitu posisi tinggi dalam bidang
23Ibid,h.35.
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ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan
bebas. Kedua sudut pandang kelembagaan. Pandangan ini didasarkan pada suatu
lembaga yang dapat menjadi pendukung bagi elit terhadap peranannya dalam
masyarakat. Untuk bisa memiliki kemasyhuran, kekayaan, dan kekuasaan, orang
harus bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga besar, karena posisi kelembagaan
yang didudukinya menentukan sebagian besar kesempatan-kesempatannya untuk
memilki dan menguasai pengalaman-pengalamannya yang bernialai itu. Ketiga,
sudut pandang kekuasaan. Bila kekuasaan politik didefinisikan dalam arti
pengaruh atas kegiatan pemerintah, bisa diketahui elit mana yang memiliki
kekuasaan dengan mempelajari proses pembuatan keputusan tertentu, terutama
dengan memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif atau menentang
usul suatu keputusan.
Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elit memiliki
pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang
memiliki/bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang
dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa
keududukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan
keterampilan.
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4. Teori Sosialisasi Politik
Menurut David F. Aberle, sosialisasi yaitu pola-pola mengenai aksi sosial,
atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu keterampilan-
keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang
perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah
diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia
normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
Menurut Irvin L. Child, sosialisasi yaitu segenap proses dengan mana
individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku,
dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam
satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterimakan olehnya sesuai
dengan standar-standar dari kelompoknya.
Menurut S.N. Eisenstadt, sosialisasi yaitu komunikasi dengan dan dipelajari
dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memasuki
beberapa jenis relasi-relasi umum.
Jelas sekali, bahwa definisi-definisi ini mempunyai banyak sekali
persamaan; dan secara efektif mengetengahkan beberapa segi penting sosialisasi.
Pertama, sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar
dari penalaman, atau seperti yang dinyatakan oleh Aberle sebagai “pola aksi-
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aksi”. Kedua, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu
dalam batas-batas yang luas; dan lebih khusus lagi, berkenaan dengan
pengetahuan atau informasi, motif-motif (atau nilai-nilai) dan sikap-sikap. Ketiga,
sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai pada masa usia kanak-kanak dan masa
remaja saja, akan tetapi sosialisasi tetap berlanjut sepanjang kehidupan.
Maka dapat ditegaskan, bahwa sosialisasi merupakan pra-kondisi yang
diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit
memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang artinya negara-
kota. Secara umum politik ialah berbagai macam kegiatan dalam suatu negara
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi, menurut kami sosialisasi politik merupakan
suatu proses belajar individu mengenai pola tingah laku sosialnya dalam suatu
negara dengan maksud untuk mencapai suatu kebutuhan tertentu.
Menurut beberapa ahli seperti David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi
politik merupakan suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan
orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.
Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang
memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka Pengantar
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Sosiologi Politik. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan
terminologi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu
sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang
individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta
reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input
politik, output politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan.
G. Metode Penelitian
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode
antara lain:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini lebih dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan mendasar
mengenai bagaimana peranan sekolah demokrasi terhadap pembangunan bidang
pendidikan politik di Kabupaten Pangkep. Dengan memperhatikan realisasi
pendidikan demokrasi di tengah masyarakat, kemudian melacak berbagai
persoalan yang potensial menjadi faktor penghambat bagi peranan sekolah
demokrasi terhadap pembangunan di bidang pendidikan politik. Karena itu,
orientasi penelitian ini lebih menitikberatkan pada metode ovservasional dan
wawancara langsung kepada subjek informan yang diteliti.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif yang dianggap relevan dengan orientasi penelitian.
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Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
diamati.24 Selain itu, aplikasi penelitian senantiasa dilakukan dalam setting  yang
bersifat alami, dengan mengedapankan prinsip logika induktif, yakni berangkat
dari data lapangan menuju suatu pengembangan teori yang relevan dalam telaah
pustaka.
2. Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yakni:
a. Metode Library Research
Library research, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan dengan
cara membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang
mempunyai hubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas, adapun
teknik penulisannya yaitu:
1) Kutipan Langsung. yaitu penulis mengutip bahan-bahan yang
bersumber dan referensi kepustakaan tanpa mengubah redaksinya
sediktipun.
2) Kutipan tidak langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang
bersifat komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca
referensi atau rujukan yang ada.
24Lihat Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 28.
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b. Field research
Field research yang dilakukan langsung ke lapangan untuk
mendapatkan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan dibahas.
Dalam hal ini menggunakan metode sebagai berikut:
1) Observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera tanpa
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Metode ini dilakukan dengan
sistematis mengenai fenomena sosial untuk dilakukan pencatatan.
2) Interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung oleh pewawancara kepada informan yang berjumlah
25 orang, yakni 15 orang orang dari peserta didik sekolah demokrasi
dan 10 orang dari pemerintah Kabupaten Pangkep, kemudian
dilakukan pencatatan.
3. Lokasi dan Objek Penelitian
Lokasi  Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Pangkep.  Subjek
penelitian ini melibatkan sebagaian dari anggota masyarakat yang intens
melaksanakan pendidikan politik. Hal tersebut berkaitan dengan teknik pemilihan
subjek purposive samplingf dalam metode kualitatif, dimana sampel yang dipilih
berdasar proses seleksi terhadap kredibilitas dan kapabilitas informan, atau orang-
orang yang diyakini mengetahui persoalan yang diteliti.25
25Lihat Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yokyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara,
2007), h. 86.
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Dengan demikian, subjek yang dimaksud adalah para pendidikan di sekolah
demokrasi, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan para peserta didik sekolah
demokrasi di Kabupaten Pangkep. Hal ini dimungkinkan agar keterwakilan
subtansi dari data atau informan terkait persoalan dapat diperoleh secara
mendalam dan dapat divalidasi. Pemilihan lokasi dan penentuan subjek juga
terkait dengan faktor kedekatan geografis antara peneliti dengan subjek yang
diteliti, yang berarti waktu penelitian dapat berjalan secara efesien dan efektif.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Reduksi data: data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis setiap
selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, yaitu
dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
b. Display data: data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan
tambahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data,
yakni menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik.
Dengan demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam
dengan setumpuk data.
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c. Pengambilan kesimpulan dan verivikasi: adapun data yang didapat itu
dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara
mengumpulkan data baru.
H. Garis-garis Besar Isi
Untuk mendapat gambaran awal tentang skripsi penulis, maka penulis akan
memberikan penjelasan sekilas tentang garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:
Pada bab I, memuat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang
yang memberikan dorongan kepada penulis untuk meneliti dan membahas persoalan
di atas, selanjutnya membuat rumusan masalah, dilanjutkan dengan  metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti yang diakhiri dengan garis-garis besar isi.
Pada bab II, memuat tentang gambaran umum Kabupaten Pangkep, uraiannya
meliputi:  keadaan geografis, keadaan demografisnya, dan struktur pemerintahannya.
Pada bab III, memuat tentang demokrasi dan sekolah demokrasi. Uraiannya
meliputi kajian umum tentang Demokrasi yang membahasa tentang pengertian
demokrasi dan bentuk-bentuk demokrasi. Kajian umum tentang Sekolah Demokrasi,
yang membahas tentang pengertian sekolah demokrasi, sejarah berdirinya sekolah
demokrsi, dan keunggulan sekolah demokrasi.
Pada bab IV, memuat tentang analisis kontribusi Sekolah Demokrasi terhadap
pembangunan di Kabupaten Pangkep. Uraiannya meliputi: bentuk kontribusi Sekolah
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Demokrasi terhadap pembangunan di Kabupaten Pangkep, dan kendala yang dihadap
Sekolah Demokrasi terhadap pembangunan di Kabupaten Pangkep.
Pada bab V memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang mana di
dalamnya menguraikan tentang inti dari hasil penelitian, kemudian dilanjutkan
dengan saran-saran penulis.
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BAB II
GAMBARAN UMUM  KABUPATEN PANGKEP
A. Keadaan Geografis
Faktor geografis merupakan faktor yang sangat penting dan mempengaruhi
keadaan kehidupan makhluk, khususnya manusia, termasuk masyarakat yang ada
di Kabupaten Pangkep. Faktor ini dikatakan penting karena secara langsung
berpengaruh terhadap makhluk dalam lingkungannya, sebagaimana kenyataan yang
telah terjadi di muka bumi ini. Geografis suatu daerah atau wilayah yaitu segala
kondisi yang sudah tersedia bagi manusia, termasuk di dalamnya tanah dengan segala
kekayaannya, baik yang berbentuk darat, laut, gunung, daratan, tumbuh-tumbuhan,
dan binatang termasuk pula iklim. Dengan kata lain bahwa geografis adalah segala
apa yang bukan pengaruh manusia. Keadaan geografis adalah kondisi-kondisi yang
tersedia oleh alam untuk manusia, dan diperhatikan kombinasi kondisi-kondisi
tofografis dengan kondisi-kondisi lain.
Kabupaten Pangkep sebagai lokasi penelitian adalah salah satu kabupaten
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
2. Sebelah Selatan berbataan dengan Kabupaten Maros
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Jawa, Madura, Pulau
Nusa Tenggara dan Pulau Bali.
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4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.1
Kabupaten ini luasnya 1.112.29 Ha, yang terdiri atas 12 kecamatan, yaitu: 7
kecamatan daratan, 3 kecamatan kepulauan, dan 2 kecamatan pegunungan. Luas
tanah atau wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep terdiri dari dataran rendah
dan pegunungan.
Dataran seluas 73,721 Ha, membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri
dari persawahan, tambak/rawa‐rawa dan empang sedang daerah pegunungan dengan
ketinggian 100–1000 m diatas permukaan laut.
Iklim di Kabupaten Pangkep adalah sama dengan iklim di seluruh daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim
kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi sekitar April sampai dengan
Oktober dan musim hujan biasanya terjadi sekitar November sampai dengan Maret
setiap tahun. Namun musim hujan biasa juga terlambat sampai bulan Januari, dan
bulan inilah paling banyak hujan. Begitu pula musim kemarau biasa terlambat sampai
bulan Desember dan disinilah puncak musim kemarau. Karena itu, dengan pengaruh
iklim inilah keadaan tanah di daerah ini berbagai ragam bentuknya, jenis dan
pemakainya, sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan sosialnya.
Keadaan tanah Kabupaten Pangkep yang subur, sehingga pada umumnya
masyarakat hidup dari hasil pertanian, di samping sebagai nelayan, pengusaha,
pegawai dan buruh, peternak dan kerajinan tangan, seperti pertukangan.
1Sumber Data:  Peta Kabupaten Pangkep
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B. Keadaan Demografis
1. Komposisi penduduk secara umum
Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep pada tahun 2013 sebanyak 367.371
jiwa dengan penyebaran penduduk sebagai berikut :
Tabel. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkep 2013
Nama Kecamatan Jumlah KK Jumlah Penduduk
Kecamatan Lk.Tangaya 4.495 17.301 jiwa
Kecamatan Lk.Kalukuang Masalima (Kalmas) 3.255 13.280 jiwa
Kecamatan Pangkajene 12.864 52.551 jiwa
Kecamatan Balocci 4.658 17.972 jiwa
Kecamatan Bungoro 12.078 46.103 jiwa
Kecamatan Labakkang 14.829 56.654 jiwa
Kecamatan Ma’rang 9.320 36.356 jiwa
Kecamatan Segeri 6.506 27.206 jiwa
Kecamatan Minasatene 9.050 36.872 jiwa
Kecamatan Mandalle 4.391 16.863 jiwa
Kecamatan Tondong Tallasa 3.011 10.700 jiwa
Kecamatan Lk.Tupabiring 4.656 19.825 jiwa
Kecamatan Lk. Tupabiring Utara 3.780 15.688 jiwa
Jumlah 92.893 367.371 jiwa
Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Pangkep, 2013 (diolah)
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Kabupaten Pangkep memiliki jumlah penduduk sebanyak 367.371 jiwa,
yang umumnya dihuni oleh penduduk asli suku Bugis Makassar. Adapun etnik
atau suku lain yang tinggal di sini hanya sebagai pendatang sebagai pengemban
amanah kenegaraan atau untuk mencari nafkah.
2. Komposisi Pendidikan Penduduk
Keadaan penduduk Kabupaten Pangkep khususnya di bidang pendidikan
umumnya tamat SD, SLTP, SLTA, dan sebagian S1 dan A2. Lebih jelas
mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel. 2
Keadaan Pendidikan Masyarakat Pangkep Tahun 2013.
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Taman SD 184.229 orang
2 Tamat SLTP 94.228 orang
3 Tamat SLTA 65.754 orang
4 Akademi / PT 7. 190 orang
5 Strata 1 6. 195 orang
5 Strata 2 199 orang
Jumlah 367.371 orang
Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2013 (diolah)
Dari data pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa keadaan penduduk
Kabupaten Pangkep di bidang pendidikan masih sangat kurang, umumnya tamat
SD, SLTP dan SLTA, di samping S1 dan S2. Mayoritas di antara mereka hanya
sampai tamat SD, SLTP dan SLTA, berarti kemampuan masyarakat di bidang
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pendidikan masih tergolong rendah. Hal tersebut mungkin karena masih
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping
kebutuhan ekonomi belum memadai sehingga banyak di antara anak-anak mereka
hanya sampai SD, SLTP atau SLTA, selanjutnya mereka melanjutkan kegiatan
laut sebagai nelayan, di sawah-sawah sebagai petani, atau lapangan kerja lain
guna mencukupi kebutuhan hidupnya.2
C. Gambaran Penganut Agama di Kabupaten Pangkep
Penduduk Kabupaten Pangkep umumnya penganut agama Islam. Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3 ebagai berikut:
Tabel. 3
Keadaan Penganut Agama di Kabupaten Pangkep 2013
No Agama Jumlah Jiwa Presentase
1 Islam 367.246 99,97%
2 Protestan 125 0,03%
3 Khatolik 0 0,%
4 Hindu 0 0%
5 Budha 0 0%
Jumlah 367.371 100%
Sumber Data: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2013 (diolah)
Dari data tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas
penduduk atau masyarakat Kabupaten Pangkep adalah penganut agama Islam.
2Syamsuddin, Pemuka Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal
21 Oktober 2013.
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Penganut agama lain seperti protestan, dianut oleh pendatang yang datang untuk
mengemban tugas atau mencari nafkah.
Penduduk Asli suku Bugis Makassar umumnya beragama Islam, namun
dalam penerapan ajaran agama Islam masih ada sebagian di antara anggota
masyarakat di sini masih dipengaruhui oleh kepercayaan nenek moyang mereka yang
telah diwarisi turun temurun. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh
Ahmad Rizal bahwa masyarakat di daerah ini masih banyak yang mencampurbaurkan
antara ajaran Islam yang mereka anut dengan kepercayaan tradisional yang mereka
warisi dari nenek moyang mereka. Kepercayaan trdisional tersebut telah ada sebelum
masuknya agama Islam di wilayah ini. Kepercayaan tradisional tersebut meliputi
kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang mereka, serta
mempercayai adanya kekuatan ghaib di tempat-tempat tertentu. Karena itu
sebahagian umat Islam di wilayah ini masih sering berkunjung ke tempat-tempat
yang dianggap keramat, seperti di pohon-pohon besar, batu-batuan, kuburan, pinggir
laut, dan lain-lain. Mereka datang meminta do’a, karena mereka yakin bahwa tempat
tersebut dapat memberikan keuntungan, keselamatan dan kebahagiaan. Pohon, batu-
batu dijadikan sebagai tempat pemujaan.3
Berdasarkan uraian terebut, dapat dipahami bahwa sekalipun pendudk
Kabupaten Pangkep umumnya penganut agama Islam, namun masih ada sebagaian
anggota masyarakat yang masih mencampuradukkan antara ajaran agama Islam yang
3Ahmad Rizal, Pemuka Agama, Wawancara, oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 21
Oktober 2013.
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mereka anut dengan ajaran nenek moyang meraka yang diwarisi secara turun
temurun.
D. Adat-Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Pangkep
Dalam masyarakat, baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana,
ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan
suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan
memberi pendorong yang kuat terhadap kehidupan warga masyarakatnya.4
Masyarakat Kabupaten Pangkep misalnya, adalah selaku masyarakat yang
memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, sehingga menjadi suatu tradisi yang turun
temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi atau kehidupan sosial budaya
masyarakat Kabupaten Pangkep sangat dihormati, karena ia dianggap bernilai,
berharga, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orintasi
terhadap masyarakatnya.
Kepatuhan dan ketekunan masyarakat Pangkep terhadap adat dan sistem
budayanya, dapat dilihat dari beraneka ragamnya sistem budaya yang sering
dipraktekkan antara lain:
1. Budaya dalam Pelaksanaan Perkawinan
Masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang erat sekali
hubungannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan hidup masyarakat
beserta orang-orang yang bersangkutan. Bukan saja faktor agama yang
memegang peranan besar dalam lapangan perkawinan, tetapi juga faktor-faktor
4Lihat Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 190.
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sosial lainnya seperti kehidupan kebudayaan, adat istiadat dan lain-lain
sebagainya.
Dalam perkawinan adat tradisional, tampak dengan jelas sifat komunalnya,
sebab perkawinan itu dianggapnya sebagai masalah yang tidak hanya terbatas
sampai kepada kepentingan kedua bakal mempelai saja, tetapi juga menyangkut
kepentingan kerabatnya, bahkan menyangkut kepentingan seluruh kesatuan
masyarakat hukumnya.
Oleh karena itu, maka penyelenggaraan adat senantiasa disertai dengan
bermacam-macam upacara yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin
perpenuhinya semua kepentingan yang tersangkut serta menjamin pula tetap
terbinanya keseimbangan megis yang ada di dalam kesatuan masyarakat adat
yang bersangkutan, menjamin kelestarian kebahagiaan kerabatnya, serta
menjamin kerukunan dan kebahagiaan kedua mempelai sebagai suami isteri.
Seperti halnya masyarakat Pangkep, budaya perkawinan merupakan suatu
budaya yang menjadi kebiasaan turun-temurun dari generasi ke genarasi. Hal
tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Adnan bahwa salah satu nilai budaya
yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat di sini adalah budaya
perkawinan, yang penyelenggaraannya melalui beberapa proses, seperti proses
peminangan, pelamaran, persta perkawinan, akad nikah, dan lain-lain yang
dianggap penting dan berharga bagi masyakat yang ada di sini.5
5Adnan, Pemuka Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 21
Oktober 2013.
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Uraian tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu wujud kehidupan sosial
budaya masyarakat di Kabupaten Pangkep adalah budaya perkawinan yang
penyelenggaraannya melalui beberapa proses, yang tentunya merupakan suatu
nilai budaya yang dianggap bernilai bagi masyarakat Kabupaten Pangkep dalam
menjalani kehidupan dalam bermasyarakat.
2. Budaya Menyambut Kelahiran Bayi
Bentuk atau wujud budaya lain yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat
Pangkep adalah budaya dalam menyambut kelahiran bayi. Hal tersebut
sebagaimana dikemukakan oleh H. Zubair bahwa budaya dalam menyambut
kelahiran bayi merupakan salah satu nilai budaya yang dianggap bernilai bagi
masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Pangkep ini. Budaya ini dianggap
bernilai, karena di samping sebagai rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah
SWT. Berupa bayi atau keturunan, juga sebagai ungkapan kegembiraan atas
kedatangan seorang manusia baru yang hadir di tengah-tengah keluarga.  Salah
satu manispestasi dari adanya rasa syukur dan kegembiraan tersebut, maka
anggota masyarakat Islam di sini dalam menyambut kelahiran bayi mengadakan
pemotongan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi bayi
perempuan.6
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dpahami bahwa salah satu wujud sosial
budaya masyarakat di Kabupaten Pangkep adalah budaya penyambutan kelahiran
6H. Zubair, Pemuka Agama, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 21
Oktober 2013.
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bayi dengan melakukan pesta dan pemotongan kambing 2 ekor bagi anak laki-laki
dan 1 ekor jika bayi yang lahir perempuan.
3. Budaya dalam Menghadapi Kematian
Bentuk budaya lain yang dianggap bernilai bagi masyarakat di Kabupaten
Pangkep adalah budaya dalam menghadapi kematian. Hal tersebut, sebagaimana
dikemukakan oleh Mjahid bahwa budaya dalam mengahdapi kematian merupakan
suatu nilai budaya yang sangat bernilai, karena budaya tersebut dapat
menyadarkan anggota masyarakat bahwa kita semua akan kembali dan tentunya si
mayit itu harus dihormati dan diurus pemakamannya. Karena itu, jika ada anggota
masyarakat yang meninggal dunia di sini, anggota masyarakat serentak
mendatangi pihak keluarga si mayit memberi bantuan baik tenaga maupun materi,
juga pencerahan bagi mereka agar tetap tabah dalam menghadapi kenyataan.7
Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu wujud atau bentuk sosial budaya
yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Pankep adalah sosial budaya
dalam menghadapi kematian, yaitu apabila ada anggota masyarakat yang
mengalaminya, maka anggota-anggota masyarakat muslim yang lain turut
merasakan dan berpartisipasi mengurus jenasah sampai ke pemakaman.
7Mujahid, Pemuka Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 21
Oktober 2013.
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BAB III
KAJIAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DAN
SEKOLAH DEMOKRASI
Perjalanan bangsa ini menemukan demokrasi substansial semakin gelap,
dimana muncul aneka persoalan yang justru menjadi duri demokrasi. Tampak
beragam masalah yang justru melemahkan demokrasi. Secara makro, negara berikut
perangkatnya dan kelompok civil society adalah agency demokrasi. Demokrasi
diteriakkan, disosialisasikan, ditransformasikan melalui dua agency utama itu.
Namun rupanya, demokrasi yang diteriakka, disosialisasikan, dan ditransformasikan
tidak mampu diendapkan nilai-nilai substansinya dalam ruang-ruang sosial, politik,
ekonomi, dan kebudayaan bangsa ini. Sehingga praktek sosial, politik, ekonomi dan
kebudayaan pun cenderung berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Sekolah demokrasi, dapat diletakkan sebagai salah satu alternatif solusi dalam
menjawab problematika demokrasi yang terus terjadi. Sekolah demokrasi yang
dikembangkan bertujuan untuk menumbuhkan komitmen, memperkuat pengetahuan,
dan mengembangkan keterampilan mengenai berdemokrasi terhadap kelompok
sasarannya yang terdiri dari empat pilar strategis demokrasi, yakni: kalangan
masyarakat sipil, aktor politik, kalangan pemerintah, dan pelaku usaha. Targetnya,
agar dimasa datang demokrasi menjadi alat fikir dan bertindak bersama dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dilevel dimana Sekolah
Demokrasi itu dijalankan.
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A. Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah gabungan dari dua kata yaitu demos dan kratos yang
diambil dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan.
Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat
memegang suatu peranan yang sangat menentukan.1 Pengertian klasik, demokrasi
diartikan sebagai pemerintahan rakyat.2 Dalam pengertian yang lebih modern dan
sekaligus lebih populer, demokrasi bermakna sebagai pemerintahan dari, oleh,
dan untuk rakyat.3
Menurut tahapannya dikenal dua tahap demokrasi, yaitu demokrasi
langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung rakyat ikut
secara langsung dalam menentukan pemerintahan. Hal ini terjadi pada tipe-tipe
negarakotawaktu zaman Yunani kuno, yakni ketika rakyat berkumpul pada
tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kewarganegaraan. Pada
masa modern ini cara demikian tentu tidak mungkin lagi karena selain negaranya
semakin luas dan warganya semakin banyak, urusan-urusan kenegaraan juga
semakin kompleks.4 Jadi rakyat tidak lagi ikut dalam urusan pemerintahan secara
langsung melainkan melalui wakil-wakilnya yang ditentukan melalui pemilihan
umum. Inilah yang disebut demokrasi tidak langsung. Pihak yang melaksanakan
1Suparno, Guru Demokratis di Era Reformasi (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 15.
2Daniel Sparingga, Konsepsi Demokrasi (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi,
2011), h. 1.
3Ibid.
4Soetandyo Wignjosoebroto, Perkembangan Pemikiran dan Praktek Demokrasi (Jakarta:
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2011), h. 2.
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kekuasaan Negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana
rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh
wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara.
Adapun ciri khas demokrasi adalah sebagai berikut:
a. Adanya pembagian kekuasaan.
b. Adanya undang-undang yang demokratis.
c. Adanya rule of law, bukan rule of power.
d. Partai politik lebih dari satu.
e. Pers yang bebas.
f. Pemilu yang bebas.5
Pokok-pokok dalam pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut:
a. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
b. Adanya pemerintahan perwakilan.
c. Bersumber pada persetujuan bebas mayoritas rakyat.
d. Pelaksanaan hak-hak sosial dan politik.
e. Kekuasan pemerintah yang terbatas dan diawasi.
f. Penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
g. Tegaknya hukum bersamaan dengan tegaknya keadilan.6
Uraian tersebut dipahami bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan
5Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2007), h. 95.
6Ibid.
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yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik
yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung
(demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau
melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan
adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
2. Nilai-nilai Demokrasi
Ada beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:
a. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
b. Menjamin terselenggaaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah.
c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity).
f. Menjamin tegaknya keadilan.7
Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam semangat egalitarian dibandingkan dengan ideologi non-
demokrasi.
7Ibid. , h. 96.
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Menurut Dahlan Thaib keuntungan pelaksanaan demokrasi sebagai berikut:
a. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum
otokrat yang kejam dan licik.
b. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yang
tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
c. Demokrasi menjamin kebebasan yang lebih luas bagi warga negaranya.
d. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
e. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan
kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan
kebebasannya untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di
bawah hukum yang mereka tentukan dan konsekwensikan sendiri.
f. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan
kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
g. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total.
h. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu
perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama
lain.
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j. Negara-negara demokratis yang konsekuen terhadap kedemokratisannya
cenderung lebih makmur daripada Negara-negara dengan pemerintahan
yang tidak demokratis.8
Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, maka
perlu diselenggarakan lembaga-lembaga sebagai berikut:
a. Pemerintah yang bertanggung jawab.
b. Lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan
mengadakan pengawasan (kontrol) terhadap pemerintah.
c. Pembentukan organisasi/partai politik.
d. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatukan pendapat.
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan
mempertahankan keadilan.9
3. Negara Hukum Demokratis
Gagasan atau konsep negara demokrasi adalah antitesis dari konsep negara
monarchi yang memiliki kekuasaan absolut. Sejarah telah membuktikan, bahwa
lahirnya pemikiran negara demokrasi dilatarbelakangi oleh suatu keadaan, dimana
hak dan kebebasan rakyat tidak terlindungi sebagai akibat kekuasaan penguasa
otoriter yang bersifat absolut.
8Lihat Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Yokyakarta:
Liberty, 1989), h. 8.
9Ibid.
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Soehino mengemukakan bahwa pada abad  ke 5 SM di Athena (Yunani
Kuno) telah dilaksanakan demokrasi, walaupun demokrasi belum lahir sebagai
konsep atau teori, dan praktik demokrasi tersebut baru dilaksanakan dalam suatu
negara Kota. Athena yang dikemudian hari mendapatkan sebutan demokrasi
langsung, kemudian berkembang pada abad XVII dan abad XVIII, lahir menjadi
sebagai demokrasi perwakilan atau demokrasi modern dan mendapatkan makna
sebagai suatu sistem, cara, metode mengikutsertakan rakyat  dalam pengambilan
keputusan. Ajaran Trias politika ini yang justru menentukan lahirnya negara
hukum modern yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Rousseau dengan
kedaulatan rakyat.10
Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdri dari dua
perkataan yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “cratein” yang berarti
memerintah. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau istilah Inggris “the
government of the people, by the people and for the people”.11
Sesuai hal tersebut, Thaib mengemukakan: “Semua kekuasaan harus
dilaksanakan ole satu orang kolegal yang para anggotanya dipilih oleh rakyat dan
secara hukum harus bertanggungjawab kepada rakyat”.12
10Lihat  Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah (Yokyakarta: Liberty, 1988),
h. 240.
11Lihat Gunawan, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi (Yokyakarta: Liberty),
h. 1.
12Lihat Dahlan Thaib, op.cit., h. 9.
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Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus
berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Manan bahwa demokrasi
merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena
itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, Manan
menyatakan, bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus
memenuhi unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:
a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota prkumpulan
b. Ada kebebasan menyatakan pendapat
c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemutusan suara
d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki beragai jabatan pemerintah
atau negara
e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan
atau negara
f. Ada pemilihan yang bebas dan jujur
g. Terdapat berbagai sumber informasi
h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus
bergantung kepada keinginan rakyat.13
Secara metodologis, upaya mencari suatu kualifikasi terwujudnya fungsi
Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi dan pengawal demokrasi, maka
13Lihat Bagir Manan, Perbandingan Hukum Tatanegara (Dewan Konstitusi di Perancis dan
Mahkamah Konstitusi di Jerman (Bandung: Alumni, 1995), h. 58.
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dari delapan unsur tersebut, ada beberapa unsur yang terpenting untuk
mendapatkan perhatian dalam kaitan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi
dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Kedelapan
unsur tersebut, lebih difokuskan pada unsur ke 1 sampai dengan unsur ke 6.
Karena selama praktik ketatanegaraan di Indonesia, terutama pada masa
pemerintahan Orde Baru hanya sekedar wacana politk belaka atau lips service
bagi pemerintah, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu,
dalam pembanguna negara demokrasi di masa depan sudah saatnya praktik-
praktik demokrasi yang semua ditinggal dan diganti dengan demokrasi yang
sesungguhnya, yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama
dalam penyelenggaraan negara baik dalam bidang pemerintahan, politik,
ekonomi, maupun sosial budaya.
Thaib yang bertitik tolak pada pemikiran keadaulatan rakyat, menyatakan pengaruh
kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui kaidah hukum, yaitu:
a. Jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dapat
berfungsi kedaulatan rakyat.
b. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara
c. Sistem pembagian tugas antar lembaga yang bersifat saling membatasi dan
mengimbangi.
d. Lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan tugas
perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif.
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e. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia
f. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat,
g. Perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan oposisi mereka sebagai potensi
slternatif pelaksanaan kedaulatan rakyat
h. Deentralisasi teoritik kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi rakyat
dalam pengelolaan Negara
i. Lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif.14
Sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan umum ditentukan
atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemerintahan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Sistem
politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk
membuat kebijaksanaan umum oleh warga negara melalui wakil-wakil yang
dipilih oleh mereka berdasarkan suatu pemikiran yang bebas. Selain itu,
diselenggarakan pemerintahan yang bertanggu jawab dan sistem peradilan yang
bebas. Apabila demokrasi dikaitkan dengan konstitusi, maka muncul istilah
demokrasi konstitusi sebagai antitesis atau lawan dari konstitusi otokrasi.15
Dari ungkapan di atas dapat diketahui, bahwa suatu negara disebut negara
demokrasi jika berlaku prinsip demokrasi di dalam organisasi negaranya dan
suatu negara dikatakan negara otokrasi apabila berlaku prinsip otokrasi di dalam
14Lihat  Dahlan Thaib, op.cit., h. 8.
15Lihat Ibid., h. 9.
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organisasi negaranya. Pemerintahan rakyat dalam skala besar seperti negara
hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan sebagai bentuk pemerintahan
yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
Mertosoewignjo dalam konteks yang sama berpendapat, bahwa dengan
masih menganut paham kedaulatan rakyat harus dicari suatu sistem yang sesuai
untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kemudian mengambil keputusan
bagi negara yang memiliki jumlah rakyat  warga negaranya sudah berjumlah
besar seperti Indonesia. Adapun sistem yang dianut di negara Republik Indonesia
ialah yang diatur dalam UUD 1945. Negara Indonesia menganut asas atau sistem
kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar (hasil perubahan ketiga UUD 1945).16
Ketentuan tersebut menurut Mulyosodarmo, dapat mengakomodasikan
ajaran kedaulatan negara yang direpresentasikan melalui lembaga-lembaga negara
selaku penyelenggara negara, kedaulatan rakyat secara langsung dalam hal UUD
1945 mengatur tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD,DPRD Propinsi,
Kabupaten dan Kota secara langsung dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung. Melaksanakan kedaulatan legislatif berada di DPR dan
mengakomodasikan ajaran kedaulatam hukum dengan memberikan hak uji
16Lihat Sri Sumantri Martosuwignjo, Hak Uji Material di Indonesia (Bandung: Alumni,
1997), h. 136.
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konstitusional undang-undang terhadap  UUD 1945 kepada Mahkamah
Konstitusi.17
Pada hakikatnya kedaulatan dalam Negara Indonesia tetap berada di tangan
rakyat. Ini membuktikan, bahwa kedaulatan tersebut dijalankan oleh rakyat  pada
saat diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung. Jadi kadaulatan rakyat
terwujud menjadi representative democracy direalisasi melaui pemilihan umum,
yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR dan DPD.
Hal ini menurut teori hukum tata negara (hukum konstitusi) lewat pemilihan
umum inilah rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya.
Itulah sebabnya, penyimpangan terhadap pemilihan Umum baik yang berkenaan
dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai suatu proses demokratisasi
yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan MK untuk memutus
sengketa kewenangan hasil Pemilihan Umum.18
Dari teori demokrasi yang dikemukakan di atas, menjadi dasar acuan untuk
mengetahui dalam praktik, konsep negara hukum demokrasi yang lahir pada orde
reformasi, serta mencari bentuk konkret ciri-ciri demokrasi konstitusional, yang
menghendaki adanya pembatasan kekuasaan para penguasa atau pemerintah guna
menjamin pelaksanaan hak-hak asasi warga negara, yang dicantumkan dengan
tegas dan jelas dalam UUD, sehingga segala macam bentuk tindakan pemerintah
dalam arti luas didasarkan atas ketentuan konstitusi atau UUD 1945 dan sekaligus
17Lihat Soewoto Mulyosodarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan
Konstitusi (Malang: Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur dan Trans, 2004), h. 4.
18Lihat Ibid., h. 5.
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untuk membatasi tindakan pemerintah agar tidak secara sewenang-wenang
menggunakan kekuasaannya.
Dari tolok ukur teori demokrasi yang dikemukakan Mertosoewignjo di atas,
dapat menjadi penuntun ke arah pemecahan masalah yang hendak diteliti,
berkenaan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan bukan hanya
sekedar sebagai lembaga negara yang berfungsi mengadili perkara tertentu di
bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara
bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
Mahkamah Konstitusi adalah sebuah tatanan dalam sistem ketatanegaraan yang
berfungsi menjaga terselenggaranya pemerintahan negara hukum Indonesia yang
demokratis dan berperan menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Negara  Hukum Demokratis Bangsa Indonesia
Sebagai negara yang lahir pada abad modern, menyatakan diri sebagai
negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut banyak dipengaruhi oleh
paham Eropa Kontinental, hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia adalah
bekas jajahan Belanda yang memang membawa pengaruh konsep negara Hukum
Eropa Kontinental. Karena istilah yang digunakan rechtsstaatm maka timbul
pertanyaan, rechtsstaat atau negara hukum yang bagaimana dianut di Indonesia.
Masalahnya rechtsstaat dalam pengertian  yang sama atau identik dengan konsep
negara hukum Eropa Kontinental atau tidak.
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Sesuai hal tersebut Azhary berpendapat bahwa di dalam penjelasan UUD
1945 istilah rechtsstaat merupakan suatu genus begrip sehingga sdengan
demikian dalam kaitan dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari
istilah rechtsstaat sebagai genus begrip. Studi tentang rechtsstaat sudah sering
dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, namun tidak satupun diantra mereka dapat
menentukan sikap bahwa Indonesia negara hukum dalam pengertian rechtsstaat
dan bukan rule of law atau sebaliknya.19
Berkenaan dengan hal tersebut Afan Gaffar  mengemukakan bahwa Negara
Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus
diangakt sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum
Indonesia dapat pula dinamakan negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok
dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan  terhadap freedom of
religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum
Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme
atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia.20
Uraian tersebut dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Uud 45, yaitu suatu negara yang
menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah guna menjamin
pelaksanaan hak-hak asasi warga negara, sehingga segala macam bentuk tindakan
19Lihat Muhammadi Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Tudi tentang Prinsip-Prinsinya
Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
(Jakarta: Media, 2003), h. 92.
20Lihat Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (Yokyakarta: Pustaka
Pelajar), h. 24.
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pemerintah dalam arti luas didasarkan atas ketentuan konstitusi atau UUD 1945
dan sekaligus untuk membatasi tindakan pemerintah agar tidak secara sewenang-
wenang menggunakan kekuasaannya.
Menurut UUD 1945, hak asasi warga Negara dijamin oleh undang-undang.
Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara
mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini sebagai
konsekuenasi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Sebagai dasar
tersebut, dinyatakan dalam Pasal 27 UUD 1945:
(1) Menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan
pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.  Hal ini menunjukkan
adanya keseimbanganantara hak dan kewajiban, dan tidak ada
diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun
mengenai kewajibannya.
(2) Menyatakan bahwa "tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak.21
Kedua ayat pada Pasal 27 tersebut memancarkan asas keadilan sosial dan
kerakyatan bagi semua warga negara. Dengan demikian Undang-Undang 1945
mengakui hak asasi.seorang warga negara untuk menjalankan hak dan
kebebasan serta kewajibannya dalam menjalani hidup dan peranannya dalam
masyarakat.
Bentuk hak asasi manusia tersebut, yakni:
a. Hak untuk Hidup
21BP7 Pusat, Bahan Penataran P4, UUD 1945 dan GBHN (Jakarta: Percetakan Negara RI,
1991), h. 63.
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Sesuai dengan hal tersebut, dinyatakan antara lain dalam Pasal 9 Undang-
undang HAM 1999:
1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya.
2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai,bahagia,
sejahtera dan batin.22
Setiap orang mempunyai hak yang melekat akan hidup. Hak tersebut harus
dilindungi dengan undang-undang. Tidak seorangpun boleh dicabut hidupnya
dengan sewenang-wenang. Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana
mati, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan atas kejahatan paling berat
menurut undang-undang yang berlaku pada waktu tindakan kejahatan itu
dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvenan ini
dan dengan konvensi pencegahan dan penghukuman penjahat genoside.
Hukuman ini hanya boleh dijatuhkan menurut keputusan akhir yang diberikan
oleh pengadilan yang benar.23
Dengan demikian salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak untuk
hidup; sehingga tidak seorangpun yang berhak menghilangkan nyawa seseorang
dengan alasan yang tidak didukung oleh undang-undang.
b. Hak Atas Kebebasan Pribadi
Setiap orang berhak untuk kebebasan atas pribadinya. Hal
tersebut dinyatakan antara lain dalam Pasal 20 undang-undang HAM 1999:
22Anonim, Undang-Undang HAM 1999 (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 6.
23Lihat David P. Human Right & World Politics, diterjemahkan oleh Tom Gunadi dengan judul
Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia (Bandung: Angkasa, 1993), h. 360.
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1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.
2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak,perdagangan
wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya
serupa, dilarang.24
Dalam Pasal 24 undang-undang HAM dinyatakan:
1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat
untuk maksud-maksud damai.
2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan
partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya
untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan
penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.25
Setiap individu mempunyai hak akan kebebasan dan perlindungan
pribadi. Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-
wenang. Tidak seorangpun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar
ketetapan undang-undang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh
undang-undang.
c. Hak Memperoleh Keadilan
Hak lain yang mendasar pada seseorang adalah hak untuk memperoleh
keadilan. Hal ini dinyatakan antara lain dalam Pasal 17 Undang-undang
HAM 1999:
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan
gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,
sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
24Anonim, op.cit., h. 7.
25Ibid., h. 362.
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objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh
putusan yang adil dan benar.26
Semua orang sama kedudukannya di depan pengadilan dan
mahkamah. Dalam penentuan tuduhan kejahatan terhadap seseorang, atau
penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam suatu gugatan di
pengadilan, ia mempunyai hak akan pemeriksaan yang adil dan terbuka
untuk umum oleh pengadilan yang berwenang, bebas dan tidak memihak,
dan ditetapkan oleh undang-undang.27
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk hak asasi
manusia menurut Undang-Undang 1945 adalah hak untuk memperoleh
keadilan. Semua warga negara berhak memperoleh keadilan dan tidak
diperkenankan mendiskriminasi antara warga yang satu dengan warga
yang lain.
Sesuai hal tersebut,  menurut Hukum Islam bentuk hak asasi manusia,
yakni:
a. Hak untuk Hidup
Semua manusia di dunia mempunyai hak hidup, yakni merupakan hak
asasi yang paling utama dalam Islam. Hidup itu sendiri merupakan karunia
Allah. Oleh karena itu, tidak seorangpun yang berhak merampasnya,
kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah Sebagai dasar
26Ibid.
27Lihat H.Umar Syihab, Al-Qur’an dan Rekayasa Sosial (Jakarta: Pustaka Kartini, 190), h. 19.
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tersebut, dapat dipahami firman Allah SWT antara lain dalam QS al-Hijr
(15):23:


Terjemahnya:
“Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan
dan kami (pulalah) yang mewarisi”.28
Ahmad Mushthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat tersebut menyatakan
bahwa Allah yang menghidupkan seseorang yang sudah mati, mematikan
seseorang yang masih hidup, apabila dia menginginkannya. Dia pulalah yang
mewarisi bumi dan apa yang ada di dalamnya.29
Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menentukan mati dan
hidupnya seseorang hanyalah Allah. Manusia sama sekali tidak berhak
menghilangkan hak hidup seorang dengan membunuhnya. Karena itu Allah SWT.
melarang membunuh sesama manusia. Sebagai dasar tersebut firman Allah SWT
antara lain dalam QS (6):151:





Terjemahnya:
28Departemen Agama RI, op.cit., h. 457.
29Lihat  Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz XIV
(Kairo: Musthafa al-Bab al-Halb, 1974), h. 18.
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. . . janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).30
Islam melarang membunuh seseorang yang tidak mempunyai kesalahan.
Kebolehan membunuh seseorang harus berdasarkan keputusan hakim dalam suatu
pengadilan yang berkompetensi.  Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan
dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan
yang berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili
oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu pun yang
memiliki hak untuk megadili secara main hakim sendiri.31
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu hak asasi manusia
adalah hak untuk hidup, yakni setiap manusia wajib menghormati kehidupan
sesama manusia karena kehidupan itu sendiri merupakan karunia Allah dan tidak
seorangpun yang berhak merampasnya; kecuali berdasarkan kebenaran dan
ketentuan dari Allah sendiri.
b. Hak Kemerdekaan
Islam sejak kedatangannya selalu menyatakan bahwa semua manusia sama di
sisi Allah. Tidak ada bedanya antara hamba dengan tuannya. Bahkan dalam
beberapa sanksi pelanggaran, seseorang dapat dinyatakan bebas dari hukuman
setelah memerdekakan seorang budak. Hal tersebut berarti Islam berusaha
menghapuskan perbudakan dan menganjurkan kemedekaan individu.Karena
tingginya nilai hak kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan kepada
30Departemen Agama RI, op.cit., h. 214.
31Lihat Abu A’la al-Maududi, op.cit., h. 12.
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seseorang, bahkan sampai kepada persoalan pemilihan agama juga tercakup.32
Sebagai dasar tersebut dapat dipahami firman Allah SWT. dalam QS al-Baqarah
(2):256:







Terjemahnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah
berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.33
Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi
seseorang untuk memasuki agama Islam. Sebab keimanan itu merupakan buah
dari kepatuhan dan ketundukan. Tidak sepantasnya seseorang itu dipaksa untuk
patuh dan tunduk. Hendaklah diberi petunjuk kepadanya tentang Islam. Dengan
kata lain bahwa adanya kebijaksanaan Allah dalam memasuki agama Islam
menghendaki supaya manusia memeluk agama Islam secara bebas, dan berdasarkan
kesadarannya.34
32Lihat  H.Umar Syihab, op.cit., h. 114.
33Departemen Agama RI, op.cit., 63.
34Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz III  (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halab,
1974), h. 16.
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Seiring dengan hal tersebut H. Umar Syihab mengemukakan bahwa
larangan Allah untuk memaksa seseorang memeluk agama Islam merupakan suatu
bukti bahwa hak kebebasan individu dalam Islam sangat dihargai. Selain dari itu,
juga Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan
pendapat sesuai dengan ide dan pemikirannya, selama tidak keluar dari rel-rel
ajaran Islam.35Sebagai dasar adanya hak kebebasan berpendapat tersebut, dapat
dipahami firman Allah SWT dalam QS al-Syuura (42):38:





Terjemahnya:
Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) secara musyawarah
antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami
berikan kepada mereka.36
Perintah untuk bermusyawarah dalam ayat tersebut bukan hanya dalam satu
segi, melainkan untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam bermusyawarah
tersebut, setiap orang diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya.
Sekalipun pada akhirnya pendapat yang diterima adalah pendapat yang lebih kuat
argumennya dan didukung oleh orang banyak.37 Oleh karena itu, adanya perintah
untuk bermusyawarah dalam segala hal, merupakan suatu bukti bahwa Hukum
35 Lihat H.Umar Syihab, op.cit., h. 119.
36 Departemen Agama RI, op.cit., h. 789.
37Lihat H.Umar Syihab, loc.cit.
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Islam memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya
dalam memecahkan suatu masalah. Sebab nilai individu hanya akan berarti apabila
kebebasan berpendapat dijamin.38
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu ha asasi manusia dalam
Islam adalah, hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan, yaitu merdeka atau bebas
untuk melakukan suatu tindakan sepanjang tidak bertentang dengan Hukum
Islam, seperti bebas untuk memeluk agama, bebas untuk mengeluarkan pendapat
dan sebagainya.
c. Hak atas Penghargaan
Manusia adalah mahluk yang tertinggi dan termulia di antara mahluk-
mahluk Allah yang lain. Mulia karena wujud kemanusiaannya, tanpa melihat asal
usul, bahasa, daerah, atau tempat tinggalnya. Kemuliaan itu tidak akan berkurang
karena berdosanya, dan sebagainya.39 Dia tetap mulia dan mempunyai harga diri.
Sebagai dasar tersebut, firman Allah dalam QS: al-Isra (17):70:






Terjemahnya:
Dan sesunguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka
di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami
38Lihat Ibid., h. 120.
39Lihat ibid., h. 121.
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lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk
yang telah Kami ciptakan.40
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan dan
melebihkan manusia tanpa kekurangan sedikitpun. Kemuliaan itu meliputi
penciptaannya, cara berdirinya dengan tegak, kesempurnaan bentuknya, dan
kemampuannya mengarungi lautan serta melintasi daratan. Kemuliaan seperti
tersebut tidak diberikan kepada mahluk lain.41
Sebagai mahluk yang mulia, setiap manusia menghendaki adanya
persamaan dalam segala penilaian, penghargaan, kedudukan, penghidupan dan
martabat yang tinggi.42 Oleh karena itulah sehingga seseorang tidak dibenarkan
menghina orang lain, mengejek, dan melecehkannya. Larangan menggunjing dan
berperasangka buruk terhadap sesama manusia, disebabkan karena sebagian
perasangka itu adalah dosa. Sebab prasangka, menggunjing dan selalu mencari
kesalahan sesama manusia, diumpamakan sebagai orang memakan daging
sesamanya yang sudah mati atau meninggal.
Termasuk kategori penghargaan ialah menghormati kesucian wanita dalam
keadaan apapun. Baik dia seagama maupun tidak, baik dia musuh baupun bukan,
semuanya wajib dilindungi. Kesucian seorang wanita harus dihormati dan
dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa
musuh, baik ia kita temukan di dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang
40Departemen Agama RI, op.cit., h.435.
41Lihat  Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthubiy, Al-Jami’ Li Ahkam Al-
Qur’an , Juz X (Kairo: Maktabah Wa Matbah, 1974), h. 293.
42Lihat H.Umar Syihab, op.cit., h. 121.
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ditaklukkan, baik ia seagama dengan kita, penganut agama lain, atau sama sekali ia
tidak beragama. Seorang muslim tidak dibolehkan menyiksanya secara fisik
dalam keadaan apapun. Segala bentuk hubungan bebas pria dan wanita terlarang
baginya, tanpa melihat pada status atau kedudukan wanita ataupun si wanita itu
sendiri mau melakukan perbuatan itu.43
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu bentuk hak asasi
manusia adalah hak penghargaan yakni manusia adalah mahluk yang mulia di antara
mahluk lainnya sehingga ia patut untuk mendapatkan penghargaan termasuk
penghargaan terhadap kaum wanita dalam bentuk apapun; yaitu wajib dilindungi
dan dijaga kemuliaan dan kesuciannya.
d. Hak Mempunyai Milik
Islam juga mengakui hak pemilikan bagi seseorang, dalam berbagai tempat,
Alquran menganjurkan manusia untuk mencari rizki yang diridhai oleh Allah.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. an-Nahal (16):14:







43Lihat al-Maududi, op.cit., h. 14.
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Terjemahnya:
Dan Dialah Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari
laut itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera yang
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan
supaya kamu bersyukur.44
Pada ayat lain Allah berfirman dalam Qs. al-Mulk (67): 15:





Terjemahnya:
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala
penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepadanyalah
kamu kembali setelah dibangkitkan. 45
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menyediakan
beberapa sarana untuk mencari rizki, baik melalui lautan, daratan, perdagangan,
yang kesemuanya itu merupakan jalan untuk memperoleh harta. Adanya
perintah untuk mencari rizki, maka dengan sendirinya pemilikan atas harta
tersebut diakui.46
Namun, hak pemilikan dalam Islam berbeda dengan penerapan kapitalis.
Pemilikan dalam kapitalis merupakan kebebasan mutlak tanpa terbatas terhadap
seseorang, dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Akan tetapi pemilikan
dalam Islam mempunyai batas tertentu. Seseorang tidak dibenarkan memperoleh
44Departemen Agama RI, op.cit., h.404.
45Ibid., h.956.
46Lihat H.Umar Syihab, op.cit., h. 127.
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harta semaunya saja. Namun harus melalui prosedur tertentu yang sesuai dengan
ajaran Islam. Demikian pula bahwa hak pemilikan dalam Islam harus berfungsi
sosial, yakni mempunyai sifat tenggang rasa terhadap orang lain yang
membutuhkan pertolongan.47 Oleh karena, itu sistem ekonomi Islam merupakan
sintesis dari sistem kapitalis dan sistem sosialis. Dari satu segi sistem kapitalis
sebagian dibenarkan oleh Islam. Begitu pula satu segi dari sistem sosialis sebagian
ada yang dibenarkan Islam.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu hak asasi manusia dalam
Islam adalah hak untuk memperoleh kepemilikan, setiap manusia berhak mencari
rizki untuk dijadikan hak miliknya, sebagai bukti adanya Allah SWT menyediakan
berbagai sarana, seperti lautan, daratan, dan sebagainya; hal tersebut tentunya
sepanjang proses dalam memperoleh harta atau mencari rizki  tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum Islam.
B. Sekolah Demokrasi
1. Pengertian Sekolah Demokrasi
Sekolah Demokrasi adalah sebuah program pengembangan demokrasi
dalam kerangka memajukan demokratisasi. Sekolah demokrasi dapat menjadi
forum pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama orang-orang muda
47Ibid.
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yang strategis dan mempunyai komitmen politik untuk berperan aktif dalam
memajukan demokrasi.48
Program ini didasarkan pada pertimbangan bahwa demokrasi dapat
didorong maju dengan menggunakan berbagai cara yang memungkinkan
berjalannya proses-proses yang membuka psrtisipasi rakyat secara lebih luas.
Proses-pross tersebut dapat pula disebut sebagai rekruitmen politik, artikulasi
kepentingan tersebut agar mendapat dukungan yang lebih luas, yang kemudian
diperkuat oleh komunikasi politik untuk membuat agregasi kepentingan itu
kembali diterima oleh pelaku politik dan para beneficiaries sebagai kepentingan
mereka.49
Terdapat tiga titik tolak pengertian demokrasi untuk konteks pelaksanaan
program ini. Pertama demokrasi difahami sebagai nilai universal yang patut/layak
dipertahankan, sebab nilai-nilai universal demokrasi sejalan dengan nilai-nilai
kemanusiaan yang difahami manasia dimanapun bereka berada. Misalnya,;
kebebasan, keadilan, persamaan didepan hokum, dan hak menentukan diri sendiri.
Kedua, demokrasi difahami dalam hubungannya dengan instrument-instrumen
yang dibutuhkan dalam proses  demokratisasi, baik instruken untuk sosialisasi
pengetahuan tentang demokrasi, atau instrument untuk mendorong internalisasi
demokrasi dalam proses social politik-ekonomi-budaya, maupun instrument untuk
48Lihat Tim Program Sekolah Demokrasi Pangkep, Sekolah Demokrasi  Kabuaten Pangkep
(Makassar: Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, 2011), h.2.
49Lihat Tim Program Sekolah Demokrasi Pangkep, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan  Ke II Tahun 2011 (Makassar : Lembaga Advokasi dan
Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, 2011), h. 3
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menjalankan demokrasi dalam praktek seperti administrasi, manajemen dan
keuangan, serta instrument untuk evaluasi dan pengukuran terhadap maju-
mundurnya proses demokratisasi. Ketiga, demokrasi difahami sebagai
kontekstualisasi nilai-nilai universal dalam konteks kebudayaan dan konteks
sejarah yang spesifik dari setiap Negara maupun dari setiap daerah. Dan salah
satu konteks yang akan menjadi perhatian program sekolah demokrasi adalah
interaksi antar empat pranata utama demokrasi, yakni lembaga politik, para
politisi, komunitas bisnis, dan rakyat.50
Uraian tersebut dipahami bahwa sekolah demokrasi adalah sebuah program
pengembangan demokrasi dalam kerangka memajukan demokratisasi yang
diharapkan menjadi forum pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang muda yang
strategis dan mempunyai komitmen politik untuk berpern aktif dalam memajukan
demokrasi, khususnya diwilyah dimana mereka berada.
Secara Nasional, sekolah demokrasi dilaksanakan di lima wilayah propinsi,
masing-masing; Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pada wilayah tersebut, sekolah demokrasi
dijalankan disalah satu Kabupaten dalam wilayah provinsi-provinsi itu. Wilayah
Sulawesi Selatan sekolah demokrasi akan dilaksanakan di Kabupaten Pangkep
setelah empat tahun sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto.51
50Ibid.
51Ibid.
70
Pemilihan Kabupaten sebagai tempat penyelenggaraan sekolah demokrasi
didasarkan pada pertimbangan bahwa gagasan demokrasi yang hendak
dikembangkan adalah demokrasi kontekstual. Istilah itu menunjukkan  suatu
konsepsi bahwa demokrasi disatu pihak mengandung nilai-nilai yang sangat
universal dalam dirinya ( seperti; kesamaan didepan hokum, hak menentukan diri
sendiri, hak menyatakan pendapat, dan lain-lain), akan tepai penerapan demokrasi
itu dapam kehidupan ril memerlukan penggunaan idom-idom dan ekspresi-
ekspresi local yang membuat nilai-nilai besar dan umum itu dapat difahami dan
dihayati secara konkrit dalam suatu konteks yang khusus.52
Sekalipun demikian konsep tentang demokrasi kontekstual menetapkan juga
dua jenis batasan. Pertama, dengan demokrasi kontekstual tidaklah diandaikan
bahwa demokrasi bersifat particular dank arena itu berbeda dari satu tempat ke
tempat yang lain. Tidaklah benar bahwa demokrasi yang dikembangkan di
Malang Jatim berbeda dengan demokrasi yang dikembangkan di Kabupaten
Pangkep Sulawesi Selatan. Yang berbeda adalah bentuk-bentuk penghayatan dan
cara-cara penggunaannya, sedangkan nilai yang diejawantahkan tetaplah sama.
Kedua, tidak juga diandaikan bawah semua nilai-nilai lokl dengan sendirinya
bersifat demokratis atau selalu sejalan dengan tuntutan demokrasi. Beberapa nilai
lokal tidak menutup kemungkinan justru bertentangan dengan nilai-nilai
demokrasi.
52Ibid.
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2. Visi dan Misi Sekolah Demokrasi
Visi  Sekolah Demokrasi adalah:
a. Membangun fasilitas dan forum pencerahan nilai-nilai dan tradisi
demokrasi serta latihan pengusaan dan pemanfaatan mekanisme serta
peralatan demokrasi.
b. Menyelenggarakan forum dialog dan refleksi atas perkembangan
demokrasi.
c. Membangun suatu on-line knowledge system untuk peminat, pakar dan
praktisi demokrasi.
d. Mengadakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman berdemokrasi.53
Sementara Misi Sekolah Demokrasi adalah:
a. Memfasilitasi waga Negara agar sadar politik dan peduli terhadap system
dan mekanisme demokrasi, sebagai wahana mewujudkan aspirasi dan
aneka kepentingan dan sekaligus sebagai bentuk partisipsi mereka dalam
mewujudkan lingkungan kehidupan yang aman, damai, adil dan sejahtera
berdasarkan persaudaraan lintas batas yang beradab.
b. Membangun demokrasi sebagai jembatan antara rakyat dengan para
pelaku politik agar rakyat mampu memanfaatkan ruang dan peluang untuk
terus mengontrol setiap proses pengambilan keputusan publik yang
berdampak langsung atau tidak langsung atas perkembangan warga
Negara.54
53Ibid. , h.4.
54Ibid., h. 5.
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3. Tujuan Sekolah Demokrasi
a. Untuk menumbuhkan  komitmen, memperkuat pengetahuan, dan
mengembangkan keterampilan mengenai demokrasi terhadap kalangan
masyarakat sipil, ktor politik, kalangan pemerintah, dan pelaku usaha agar
dimasa dating demokrasi menjadi alat fikir  dan bertindak  bersama dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
b. Untuk mendorong mengembangan dan memperkuat demokrasi sebagai
instrument bersama dalam mewujudkan pranata social-ekonomi-politik
yang demokratis, khususnya dilevel lokal.55
4. Kelompok Sasaran
a. Kaum muda progresif yang selam ini terlibat sebagai aktivis LSM/NGO,
Ormas, media massa, media komunitas, kampus, mewakili komunitas, dan
atau organisasi rakyat.
b. Generasi muda yang bekerja di lingkungan pemerintah.
c. Politisi muda yang terlibat aktif dalam partai politik dan atau parlamen
local
d. Generasi muda yang bekerja sebagai pelaku usaha; baik dosektor formal,
maupun yang selama ini bergerak disektor informal.56
55Tim Program Sekolah Demokrasi Pangkep, Sekolah Demokrasi Pangkep, Sulawesi Selatan
2012 (Makassar: Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, 2012),
h. 4.
56Ibid.
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5. Skenario Umum Program Sekolah Demokrasi
Karena salah satu tujuan sekolah demokrasi untuk pengembangan
kesadaran, apresiasi dan komitmen terhadap kebebasan dan martabat manusia,
maka input-input yang akan ditransfer kepada peserta adalah: pengetahuan
tentang demokrasi, nilai-nilai demokrasi, dan keterampilan demokrasi. Karena itu,
setelah peserta sekolah demokrasi lulus diharapkan memliki pengetahuan dasar
tentang konsep demokrasi dan penerapannya dalam sistem pemerintahan,
berpihak pada nilai-nilai demokrasi yang harus selalu diperjuangkan dalam
menghadapi tantangan yang hendak mengabaikan nilai-nilai tersebut, serta
memiliki keterampilan untuk menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai tersebut
dalam tingkah laku dan tindakan praktis.57
6. Teknis Penyelenggaraan Sekolah Demokrasi Kabupaten Pangkep
Berbeda dengan sekolah formal, sekolah demokrasi dilaksanakan dengan
melibatkan beberapa unsur yang relevan yang dianggap dapat memberi
konstribusi langsung dalam pencapaian target dan tujuan program sekolah
demokrasi secara umum, seperti fasilitator dan narasumber.
Beberapa hal tekhnis terkait penyelenggaraan sekolah demokrasi Kabupaten
Pangkep.
a. Tahapan Penyelenggaraan Sekolah Demokrasi
57Ibid.
74
Berikut ini tahapan-tahapan yang akan dilalaui dalam penyelenggaraan
sekolah demokrasi di Kabupaten Pangkep:
a. Sosialisasi, mensosialisasikan rencana penyelenggaraan SD pada
publik dalam berbagai bentuk, misalnya; seminar, memasang spanduk,
distribusi pampflet diruang public, dan publikasi di media cetak.
b. Menjaring calon peserta SD, untuk merekrut calon peserta SD dengan
cara menawarkan secara formal/informal pada kelompok sasaran
program ini, dan distribusi formulir pendaftaran.
c. Seleksi calon peserta SD; seleksi calon peserta dilakukan dalam
bentuk interview dan tes menulis.
d. Penetapan dan Pengumuman peserta yang lulus seleksi;
mempublikasikan calon peserta SD yang lulus seleksi. Mereka yang
lulus berhak untuk ikut sebagai pesert SD.
e. Orientasi dan Breafing peserta yang lulus seleksi; dimaksudkan untuk
membangun kesefahaman antara IA dan peserta sekolah demokrasi
mengenai beberapa hal terkait program sekolah demokrasi di
Kabupaten Pangkep 2010-2011.
f. Penyelenggaraan belajar SD untuk mrnumbuhkan komitmen dan
nilai-nilai demokrasi, untuk memperkuat pengetahuan demokrasi, dan
untuk mengembangkan skill berdemokrasi kepada seluruh peserta
sekolah demokrasi.
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g. Ujian SD; sebagai tahap untuk mengetahui kualitas peserta sekolah
demokrsi dengan visis penilaian pada tingkat kemampuan peserta
menyerap nilai-nilai demokrasi, pengetahuan demokrasi dan
keterampilan mengoperasikan nilai-pengetahuan demokrasi yang
dimaksud. Ujian dilakukan dalam bentuk tertulis dan lisan atau
praktek jika memungkinkan.
h. Pengumuman Hasil Ujian SD; Mengumumkan hasil ujian SD dalam
bentuk tetulis.
i. Pembentukan komite Komunitas Demokrasi (KKD); sebuah wadah
bersama para alumni sekolah demokrasi yang akan berfungsi sebagai
agen pengembangan demokrasi diwilayah/lingkungan masing-masing.
Fungsi pokok wadah KKD ini adalah memajukan kehidupan warga
dalam bidang ekonomi, social, budaya dan teknologi berdasarkan
prinsip Hak Asasi Manusia, demokrasi ekosob, pembangunan
berkelanjutan dan multicultural. Pengettian ini mengantarkan  kita
pada pemahaman bahwasannya KKD merupakan aksi implementatif
pacsa Sekolah Demokrasi, kelas adalah ruang belajar, maka dalam
KKD arena social nyata adalah ruang belajarnya; belajar
mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dalam ruang kelas Sekolah
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Demokrasi untuk memajukan kehidupan warga sebagaimana yang
dimaksudkan.58
7. Arena Belajar
Durasi belajar sekolah demokrasi setiap periodenya adalah satu tahun. Dalam
setahun itu seluruh peserta sekolah demokrasi akan terlibat aktif dalam setiap
penyelenggaraan agenda-agenda sekolah demokrasi yang kesemuanya diletakkan sebagai
proses belajar demokrasi. Dalam proses  belajar itulah, maka ditetapkan dua arena belajar
dari program sekolah demokrasi ini, masing-masing sebagai berikut:
a. In Class
Kegiatan in class ini adalah kegiatan belajar tentang demokrasi yang
dilaksanakan dalam ruang kelas formal. Selain itu, pemberian tugas-tugas
kepada peserta Sekolah Demokrasi, tes dan ujian komprehensif juga di
kategorikan sebagai proses in class.
Proses in class ini diharapkan bias menjawab aspek pengetahuan dan
mampu mentransformasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta sekolah
demokrasi. Karena itu beberapa materi belajar akan diberikan pada peserta
Sekolah Demokrasi. Materi-materi tersebut dapat dilihat dalam
kurikulum/modul sekolah demokrasi yang akan didistribusikan kepada
seluruh peserta Sekolah Demokrasi ini.
Topik-topik utama pembelajaran in class  sekolah Demokrasi adalah:
1) Pemikiran dan Praktik Demokrasi
58Lihat Tim Program Sekolah Demokrasi Pangkep (Petunjuk Teknis), op.cit.,h.7
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2) Sistem politik dan pemerintahan
3) Kebijakan Publik dan tata Pemerintahan local yang demokratis
4) Demokrasi dan Legislsi Daerah
5) Demokrasi dan Birokrasi
6) HAM dan Demokrasi
7) Masyarakat Sipil dan Demokrasi
8) Gerakan Sosial
9) Analisa Sosial Kemasyarakatan
10) Demokrasi dan Bisnis
11) Keragaman Budaya dan nilai-nilai demokrasi
12) Gender dan Demokrasi
13) Agama dan Demokrasi
14) Jurnalisme Demokrasi
15) Advokasi dan pengorganisasian komunitas
16) Tekhnik Analisa dan Penyusunan APBD secara partisipatif
17) Demokrasi dan pengelolaan sumberdaya Alam
18) Metode dan Tekhnik penyusunan  Perda secara Demokratis
19) Dan berbagai praktek lapangan untuk mengasah keterampilan dalam
berdemokrasi (misalnya; hearing, seminar, talkshow di radio, dialog
dengan pemangku kebijakan, dan lain-lain).59
59Ibid.
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Selain topik utama di atas, akan dikembangkan pula beberapa topic-
topik tambahan yang dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan bagi
peserta sekolah Demokrasi untuk mendorong proses Demokrasi di Kabupaten
Pangkep dimasa dating.
b. Out Class
Kegiatan out Class adalah bagian proses Sekolah Demokrasi.
Pelaksanaannya dilaksanakan diluar sekolah. Berbeda dengan kegiatan in
class yang banyak menyajikan teori, dalam kegiatan out class ini peserta
justru akan diajak terlibat langsung dilapangan guna mengamati dan atau
mengapresiasi langsung praktek-praktek berdemokrasi.
Proses out class ini ditargetkan mampu memperkuat keterampilan (skill)
peserta yang dibutuhkan untuk penerapan pengetahuan dan nilai-nilai
demokrasi dalam tingkah laku dan tindakan praktis. Sehingga demokrasi yang
tumbuh adalah demokrasi substansial, bukan semata demokrasi
proseduralistik.60
Beberapa kegiatan pokok mengisi daftar agenda out class ini,
diantaranya; Breafing Bekala (Diskusi di Sekretariat Sekolah Demokrrasi
Pangkep), Dialog public, Penerbitan News Letter “Demokrasi”, Talk show
demokrasi, Dialog demokrasi secara tematik, Dialog berkala antara peserta
SD dengan pengambil kebijakan local (Kabupaten Pangkep), serta dialog
dengan aparat desa/tokoh masyarakat/komunitas warga di Pangkep.
60Ibid., h.8.
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8. Metode Belajar
Bertolak dari pemahaman bahwa Sekolah Demokrasi diharapkan menjadi
forum pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang muda (dewasa) yang strategis
dan mempunyi komitmen politik untuk berperan aktif dalam memajukan
demokrasi-masa sekolah demokrasi dirncang sebagai suatu nkegiatan pendidikan
partisipatif-dialigis-serius. Oleh karena itu, Sekolah Demokrasi di Kabupaten
Pangkep berusaha diopersikan dalam bingkai metodologi belajar sebagai berikut:
a. Dialogis, Sekolah Demokrasi bersifat dialogis karena seluruh komponen
yang terlibat pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang belajar secara
bersama-sama. Jadi dalam proses ini, penting untuk memperlakukan
seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran dalam kelas
secara setara, dengan menanmkan sikap dialog (saling berbagi) satu sama
lain.
b. Kritis-Partisipator; Proses belajar dalam Sekolah Demokrasi
menekankan seluruh komponen yang terlibat bersifat kritis yang
konstruktif, bersedia mengeluarkan kemampuan intelektualnya dalam
membangun ide untuk kerangka pengembangan demokrasi dimasa dating,
memberikan saran dan masukan bagi peserta lain dalam konteks perbaikan
dan kemajuan bersama.
c. Serius Tapi Santai, Sedapat mungkin selama proses belajar, seluruh
komponen yang terlibat dapat menikmati kegiatan dari hari pertama
sampai berakhirnya program ini. Oleh karena itu, seluruh komponen yang
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terlibat dalam proses belajar perlu saling mendukung untuk mendapatkan
situasi yang nyaman, hangat dan jika dimungkinkan menghibur.61
9. Prinsip Belajar
Beberapa prinsip belajar yang perlu diketahui oleh peserta:
a. Prinsip Kesetaraan; Dalam Sekolah Demokrasi ini semua Peserta adalah
setara. Tidak ada yang lebih diatas dari yang lainnya, hanya karena
perbedaan status social, gender ataupun agaman.
b. Prinsip Partisipasi; Semua peserta Sekolah Demokrasi harus terlibat aktif
dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilkukan dalam
pelaksanaan Sekolah Demokrasi. Termasuk dalam penerimaan materi
narasumber, peserta Sekolah Demokrasi harus aktif dan tidak hanya passif
(duduk mendengar)
c. Prinsip ketaatan terhadap aturan Belajar; Semua peserta Sekolah
Demokrasi harus mematuhi aturan yang dibuat dan disepakati bersama
sebelum kegiatan Sekolah Demokrasi dimulai.
d. Prinsip Penghargaan Terhadap Perbedaan; Semua peserta berhak
mengeluarkan pendapat yang berbeda dari yang lainny, sekaligus wajib
menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Termasuk wajib
menghargai perbedaan agama dan gender.62
61Ibid.
62Ibid.
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10. Narasumber
Narasumber yang akan memberikan input-input materi dalam sekolah
Demokrasi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
terkait dengan demokrasi. Mereka berlatar belakang sebagai; a) Dosen/Pengajar
di perguruan tinggi ternama di Indonesia (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan
Makassar), b) Pegiat LSM (nasional/local), c). Tokoh agama/kebudayaan lokal.
11. Fasilitator
Terdapat lima orang tenaga fasilitator Sekolah Demokrasi Kabupaten
Pangkep. Dari kelima orang tersebut dua diantaranya adalah fasilitator inti dalam
program Sekolah Demokrasi. Disebut sebagai fasilitator inti karena akan
menfasilitasi lebih dari sekali proses Sekolah Demokrasi di Kabupaten Pangkep,
sementara yang lainnya akan bertugs berdasarkan topik pembelajaran Sekolah
Demorasi yang dikuasai oleh masing-masing fasilitator yang bersangkutan.
Fasilitator ini umumya berlatar belakang sebagai akademisi, pers, dan aktivis
NGO. Keseluruhan fasilitator direkrut melalui mekanisme yang telah ditetapkan,
misalnya dengan memperhatikan tingkat pengalaman, keterampilan, dan
pengetahuan.63
12. Kode Etik  Belajar
Untuk efektifitas penyelenggaraan sekolah Demokrasi secara umum, maka
berikut ini beberapa kode etik yang perlu diperhatikan setiap peserta Sekolah
Demokrasi, yakni:
63Ibid.
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a. Peserta hadir di kelas 15 menit  sebelum aktivitas belajar dimulai
b. Mengikuti setiap rangkaian belajar dengan rutin dan serius.
c. Mengerjakan tugas-tugas belajar yang diberikan.
d. Peserta yang tidk mengikuti rangkaian belajar selama 2x berturut-turut
tanpa sebab yang jelas akan diberi peringatan oleh penyelenggara Sekolah
Demokrasi.
e. Apabila point (4) di atas diindahkan, maka akan dikenakan sanksi
(dinyatakan mengundurkan diri) oleh pelaksana Sekolah Demokrasi.
f. Setiap peserta wajib mematuhi atura-aturan di atas.
g. Mentaati seluruh aturan/tata tertib ketentuan lainnya dalam program
Sekolah Demokrasi Pangkep.64
13. Waktu Belajar
Pelaksanaan Sekolah Demokrasi, khususnya yang dilaksanakan dalam kelas
(in class ditunaikan pada setiap Sabtu-Minggu pada pekan kedua dan empat
setiap bulannya selama durasi program. Adapun pelaksanaan Sekolah Demokrasi
yang penyelenggaraannya di luar kelas (out class akan ditunaikan berdasarkan
jadwal tentative yang telah didisun. Pergeseran atau perubahan jadwal belajar
Sekolah Demokrasi di atas baik in class ataupun out class akan
diumumkan/disampaikan LAPAR Sulawesi Selatan kepada seluruh peserta
Sekolah Demokrasi Pangkep.
64Ibid.
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Organisasi Pelaksanaan Sekolah Demokrasi Kabupaten Pangkep adalah
Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan
salah satu LSM yang selama ini bekerja untuk mendorong proses demokratisasi
dalam berbagai bentuk kegiatan, khususnya di Sulawesi Selatan. Program ini
dikerjasamakan  dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta-
sebuah perkumpulan yang didirikan untuk mendorong dan mengembangkan
demokrasi di Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan. Badan Pengurus KID
terdiri dari: Dr. Ignas Kleden (Ketua), Ratih Hardjono (Sekjend), Rustam Ibrahim
(Bendahara), Kresnayana Yahya, M.Sc, Prof. Dr. M. Qasim Mathar.65
Uraian tersebut dipahami bahwa Sekolah Demokrasi Kabupaten Pangkep
merupakan suatu organisasi Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)
Sulawesi Selatan. SDP merupakan  salah satu LSM yang bekerja untuk
mendorong proses demokratisasi dalam berbagai bentuk kegiatan, khususnya di
Sulawesi Selatan, yaitu mendorong, mengembangkan, dan memperkuat
konsolidasi demokrasi lokal di kalangan masyarakat sipil, masyarakat politik,
negara, dan pasar.
Sekolah Demokrasi Pangkep sasaran utamanya adalah : 1) Kaum muda
yang selama ini aktif di lingkungan LSM, ormas, media massa dan kampus, 2)
Berbagai kalangan masyarakat (buruh, tani, perempuan, asosiasi desa, pekerja
sektor informal, dan lain-lain) yang mengalami marginalisasi dalam proses
pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, 3) Tenaga muda yang
65Ibid.
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bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah, 4) Para politisi atau pemuda
yang terlibat aktif dalam kegiatan partai politik atau parlemen, (5) Pengusaha-
pengusaha muda yang menggeluti sektor ekonomi (formal-informal), 6) Para
tokoh dari organisasi keagamaan.
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BAB IV
ANALISIS KONTRIBUSI SEKOLAH DEMOKRASI TERHADAP
PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DI
KABUPATEN PANGKEP
A. Bentuk  Kontribusi  Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) terhadap
Pembangunan Politik di Kabupaten Pangkep
1. Desiminasi Opini Kepada Publik
Salah satu bentuk kontribusi Sekolah Demokrasi Pankep (SDP) terhadap
pembangunan politik di Kabupaten Pangkep adalah desiminasi opini kepada publik.
Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Abd. Karim bahwa:
Bentuk kontribusi Sekolah Demokrasi Pangkep antara lain adalah dessiminasi
opini kepada publik. Desiminasi opini kepada publik yang dimaksudkan adalah
suatu kegiatan penyampaian informasi terutama oleh kader kepada masyarakat
tentang pengetahuan yang mereka miliki yakni masalah demokrasi dan politik.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman
tentang demokrasi kepada para kader, juga agar ilmu atau pengetahuan tentang
demokrasi dan pendidikan politik yang diperoleh oleh kader di Sekolah
Demokrasi dapat disebarluaskan dan bermanfaat bagi masyarakat Pangkep.1
Sesuai hal tersebut, St. Rosdiana salah seorang alumni Sekolah Demokrasi
Pangkep mengemukakan bahwa:
Sekolah Demokrasi Pangkep cukup besar peran dan kontribusinya terhadap
pembangunan politik di Kabupaten Pangkep, seperti melakukan desiminasi opini
kepada publik, yaitu selain memberikan dan menyebarluaskan pemahaman
demokrasi dan pendidikan politik kepada para kadernya, juga para kader SDP
dapat menyebarluaskan informasi tentang cara berdemokrasi dan berpolitik
kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Pangkep.2
1Abd. Karim, Derektur  Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis, tanggal 24
Oktober 2013.
2St. Rosdiana, Alumni Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis di Pangkep,
tanggal 24  Oktober 2013.
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Kaitan tersebut, Ahmad Rizal mengemukakan bahwa:
Dengan adanya Sekolah Demokrasi di Kabupaten Pangkep ini, dapat
memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan politik di Kabupaten
Pangkep, seperti desiminasi opini kepada publik yaitu selain menyalurkan dan
memberikan pemahaman demokrasi dan pendidikan politik kepada kader atau
peserta didik, juga para kader atau peserta didik tersebut dapat menyebarkan
luaskan pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh di SDP kepada masyarakat
khususnya kepada masyarakat Pangkep tentang cara berdemokrasi dan berpolitik
yang bersih, miasalnya cara pemilihan Kepala Daerah, cara pemilihan anggota
DRPD, dan sebagainya, agar aspirasi mereka dapat tersalurkan yang tentunya
dapat berdampak positif bagi kehidupan mereka dalam berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat, yang tentunya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan
mereka.3
Sesuai hal tersebut, Mujahid salah seorang tokoh masyarakat Pangkep
mengemukakan bahwa:
Dengan kehadiran Sekolah Demokrasi di Pangkep, turut member  kontribusi
terhadap pembangunan politik di Kabupaten Pangkep. Para alumni Sekolah
Demokrasi Pangkep dapat mentransfer pengetahuan yang mereka miliki yang
didapat dari Sekolah Demokrasi Pangkep kepada masyarakat terutama mengenai
pengetahuan tentang demokrasi dan perpolitikan di Kabupaten Pangkep, seperti
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menyampaikan
aspirasi, mengadakan pemilihan baik pemilihan legislatif maupun pemilihan
eksekutif di Kabupaten Pangkep.4
Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu bentuk kontribusi Sekolah
Demokrasi Pangkep terhadap pembangunan politik di Kabupaten Pangkep adalah
desiminasi opini publik, yaitu memberikan pemahaman baik kepada peserta didik
maupun kepada anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep tentang cara
berdemokrasi dan berpolitik, cara memilih calon pejabat eksekutif misalnya cara
memilih calon Kepala Daerah, cara memilih pejabat legislative misalnya memilih
3Ahmad Rizal, Tokoh Agama, wawancara oleh penulis di Pangkep, tanggal 25 Oktober 2013.
4Mujahid, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 24
Oktober 2013.
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anggoda DPRD, yakni memilih pejabat eksuktif dan legislatif yang dianggap bersih
dan bertanggung jawab kepada rakyat atau masyarakat agar kesejahteraan masyarakat
Pangkep dapat terwujud sesuai visi dan misi Kabupaten Pangkep.
Dari perkembangan wacana demokrasi, soal kesejahteraan menjadi issu utama
demokratisasi di Kabupaten Pangkep. Dengan kata lain kesejahteraan menjadi tolak
ukur dalam perhelatan demokrasi di Pangkep itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh
Abd. Karim Direktur SDP bahwa:
Masih begitu lemahnya pelayanan publik di Pangkep, dengan beberapa indikasi,
yang salah satunya adalah masih kurang meratanya tingkat pelayanan di
masyarakat. Seperti beberapa pemberitaan di beberapa media massa tentang
bagaimana masyarakat yang ada di beberapa pulau (dalam ruang lingkup
kabupaten Pangkep) tidak mendapatkan jatah raskin. Keterbatasan ruang dan
jauhnya medan menjadi alasan yang terlontar dari Pemerintah. Pelayanan pubik
sering diartikan sebagai pelayanan Negara terhadap rakyatnya. Buruknya
pelayanan publik mengindikasikan buruknya kualitas bernegara dalam satu
wilayah. Setiap warga yang tinggal dan menetap dalam satu daerah mendapat
hak yang sama dalam hal pelayanan, tanpa memandang jauh dekatnya medan.
Kehadiran Sekolah Demokrasi di Pangkep dapat memberikan kontribusinya
yakni memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang
perlunya demokrasi ditegakkan, dengan pemahaman dan tegaknya demokrasi,
maka pelayanan kepada publik akan lebih baik yang tentunya dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka.5
Sesuai hal tersebut Saiful Mujib mengemukakan bahwa:
Tanggung jawab berdiri tegaknya demokrasi bukan cuma ada pada
pemimpinnya, namun rakyat dan seluruh element yang ada dalam daerah tersebut
ikut bertanggung jawab. Memang yang sering terjadi pemerintah kurang
memperhatikan hak-hak rakyatnya, justru sebaliknya, kewajiban rakyat terhadap
negara selalu dipersoalkan. Rakyat semakin bingung memaknai demokrasi,
dimana faktanya pemimpin yang dulu dia pilih semakin acuh dengan kebutuhan-
kebutuhan mendasar rakyat, tidak sesuai janji-janjinya ketika pemilihan baru
5Abd. Karim, Derektur  Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis, tanggal 24
Oktober 2013.
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akan dimulai. Seorang kandidat tidak segan-segan merangkul dan
mengatasnamakan bagian dari kelompok rakyat, bahkan memberikan janji-janji
politik demi tujuannya untuk maju sebagai kandidat. Dalam demokrasi yang
dipahami juga masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti
penyelewengan terhadap wewenang kekuasaan, misalnya belum maksimalnya
soal penerapan aturan netralitas seorang PNS dalam Pilkada itu sendiri.
Sedangkan, Pilkada adalah satu momentum demokrasi yang harus dijalani
dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pilkada rakyat menentukan seorang
nahkoda yang akan memimpin satu daerah ke tatanan yang demokratis. Namun
ironisnya, tidak jarang dalam menjalani pilkada, kita menggunakan cara-cara
yang tidak demokratis. Kehadiran Sekolah Demokrasi di Kabupaten Pangkep,
turut memberikan andil dan kontribusi positif terhadap pembangunan dan
perkembangan politik di Kabupaten Pangkep, yakni memberikan desiminasi
opini publik, yaitu para kader dan aktifis SDP menyebarkan informasi,
pendidikan dan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang cara
berdemokrasi dan berpolitik yang dapat menunjang tegaknya hukum dan
keadilan di tengah masyarakat yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka.6
Uraian tersebut dipahami bahwa kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep
berperan dan memberi kontribusi terhadap pembangunan politik di Kabupaten
Pangkep terutama desiminasi opini publik, yaitu memberikan dan menyebarluaskan
pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara berdemokrasi dan
berpolitik yang bersih dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Pangkep.
Menyampaikan dan menyebarluaskan pendidikan dan pemahaman kepada
masyarakat tentang kebenaran merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Menurut
ajaran agama Islam, setiap umat Islam dituntut untuk bergegas menyampaikan risalah
6Saiful Mujib, Pengelola SDP, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 25
Oktober 2013.
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ilahi sesuai dengan taraf kemampuannya masing-masing. Sebagai dasar, dapat
dikemukakan firman  Allah swt. dalam Qs. an-Nahl/16:125.







Terjemahnya:
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.7
Berdasar pada ayat tersebut Allah swt. telah menyeru kepada Rasul agar
menyeru orang-orang yang diutus kepada mereka dengan cara, menyeru kepada
mereka kepada syari'at yang telah digariskan Allah bagi mahluk-Nya melalui wahyu
yang diberikan kepada Rasul, dan memberi mereka pelajaran dan peringatan yang
diletakkan di dalam Kitab-Nya sebagai hujjah atas mereka; dan bantahlah mereka
dengan bantahan yang lebih baik daripada bantahan lainnya, serta bersikaplah lemah
lembut terhadap mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik Hikmah: ialah
perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan
yang bathil.8
7Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 421.
8Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz  XIV (Mesir: Muhthafa al-Bab al-
Halab, 1974), h. 278.
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Islam menegaskan bahwa menyampaikan kebenaran merupakan suatu hal
yang wajib dilaksanakn. Sebagai dasar tersebut, Allah swt. berfirman dalam Qs. Ali
Imran/3:104.





Terjemahnya:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.9
Orang yang diajak bicara dalam ayat tersebut ialah kaum mu'minin seluruhnya.
Mereka terkena taklief agar memilih suatu golongan yang melaksanakan kewajiban
ini.  Realisasinya adalah hendaknya masing-masing anggota kelompok mempunyai
dorongan dan mau bekerja untuk mewujudkan hal ini, dan mengawasi
perkembangannya dengan kemampuan optimal. Sehingga, bila mereka melihat
kekeliruan atau penyimpangan dalam hal ini (amar ma'ruf nahi mungkar), segera
mereka mengembalikannya ke jalan yang benar.10
Kaum mu'minin di masa permulaan Islam senantiasa melakukan amar ma’ruf
nahi mungkar, yaitu melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan umum.  Khalifah Umar ra.  Pernah berkhutbah
di atas mimbar, dan salah satu di antara ucapan dalam khutbahnya ialah  "Jika kalian
9Departemen Agama RI, op.cit., h. 93.
10Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz IV (Mesir: Mushtahafa al-Halab,
1974),   h. 30.
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melihat dalam diriku suatu penyimpangan, maka luruskanlah oleh kalian." Lalu,
salah seorang pengembala dalam jamaah  berdiri seraya berkata, "Seandainya kami
melihat penyimpangan dalam diri kami, maka akan kami luruskan dengan pedang
kami." Para sahabat sendiri saling membantu dalam melaksanakan kewajiban
tersebut.  Masing-masing para sahabat merasakan betapa pentingnya sosialisasi dan
penyebaran ajaran atau panji Islam, pelestariannya dan melawan setiap orang yang
berusaha melecehkan dan merendahkan salah satu di antara kaidah Islam dan
akhlaknya, termasuk hukum dan kemaslahatan pemeluknya. Para penganut agama
Islam atau  kaum muslimin lainnya mengikuti jejak mereka atau para sahabat
tersebut.11
Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam QS. at-Taubah/9:122.







Terjemahnya:
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.12
Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah
Terhadap maslahat hamba-Nya di setiap zaman dan tempat, sesuai dengan kadar
11Ibid.
12Departemen Agama RI, op.cit., h. 301.
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pengetahuan mereka, baik di masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, kelompok
masyarakat, atau di perayaan-perayaan, bila kesempatan mengizinkan.13
Suatu umat yang keadaannya seperti itu, akan dapat menguasai umat lainnya
dengan cara menyatukan kalimat dan kecenderungan mereka. Suatu hal yang
terlintas dalam fikiran mereka hanyalah meluhurkan agamanya, mengangkat
kejayaan umat, sehingga disegani di seluruh dunia.
Hal itu tidak akan bisa terwujud tanpa mereka terlebih dahulu membenahi
persiapannya, membekali diri dengan Ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai
kebahagiaan dan kemajuan; menghiasi diri dengan akhlak utama dan sifat-sifat
terpuji, dengan demikian mereka menjadi contoh yang baik untuk diteladani, dan
menjadi perhatian umat lainnya.  Sesungguhnya, yang tersimpan dalam agama kami,
dari semua itu dan apa yang ditinggalkan (diwariskan) oleh Salapu'ssahalih kepada
kita, yaitu perbendaharaan dan kekayaan ilmiah, merupakan kecukupan bagi orang
yang menghendaki kebaikan dan kebahagiaan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa menyampaikan dan menyebarkan
ajaran agama merupakan suatu hal yang wajib atau perlu dilaksanakan oleh setiap
umat atau sekelompok umat, guna tercipta kedamaian, ketenteraman, dan
kesejahteraan di dalam masyarakat. Perlunya komunikasi dan penyaiaran Islam
adalah sebagai tujuan untuk membangkitkan keinsafan manusia untuk kembali ke
jalan Allah.
13Al-Maraghi, op.cit., h. 31.
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Perlunya menyebarluaskan kebenaran adalah identik dengan tujuan Islam,
yaitu tujuan vertikal adalah Allah atau ridha Allah dan tujuan horisontal adalah
tujuan sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai warga lingkungan, sebagai warga
bangsa, sebagai warga dunia, dan sebagai warga universum.14 Tujuan menyiarkan
nilai-nilai ajaran agama dalam suatu masyarakat adalah  menghendaki agar umat
manusia mau sadar serta patuh kepada Tuhan sebagai penciptanya dan menyantuni
sesama manusia, sebagai sesama mahluk Allah; sehingga tercipta rasa kasih sayang,
kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan di dalam masyarakat.
Desiminasi dan sosialisasi nilai-nilai kebenaran, tentu saja tidak bisa
dilepaskan dari masyarakat, baik sebagai pelaksana penyiaran maupun sebagai unsur
penerima ajaran kebenaran itu sendiri. Manusia sebagai penggerak, karena dialah
yang memikirkan dan melaksanakannya. Begitu pula manusia sebagai sasaran
karena sosialisasi ajaran agama diperuntukkan untuk kesejahteraan kebahagiaan
manusia dalam arti yang seluas-luasnya atau pembangunan manusia
seutuhnya/kesejahteraan lahir dan batin. Sebagai anggota masyarakat adalah kerena
setiap manusia di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lainnya
dan dari kehidupan bersama dan saling berhubungan. Jadi dalam hal ini maka
manusia sebagai subyek dan obyek dalam pelaksanaan penyiaran ajaran agama Islam.
Kebahagiaan dan kesejahteraan manusia tergantung pada terpenuhinya
kebutuhan jasmani dan rohaninya secara berimbang. Tidak adanya keseimbangan
dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak akan dapat mengantar
14Endang .Saifuddin Anshary, Pokok-Pokok Pikiran Islam (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 87.
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manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan yang diidam-idamkannya. Disinilah
peranan agama sebagai pedoman bagi perkembangan dan pertumbuhan yang
harmonis lagi sehat kepada jasmaniah dan rohaniah manusia. Manusia membutuhkan
bimbingan dan petunjuk yang benar yang bernilai mutlak untuk kebahagiaan di dunia
dan di akhirat kelak. Untuk itu Allah swt. memberikan suatu anugerah kepada
manusia yaitu agama Islam. Dalam hal ini penyiaran nilai-nilai ajaran agama Islam
sangat berperan untuk membenahi dan membangun kehidupan manusia sebagai
anggota masyarakat agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah swt.
Dengan ketakwaan manusia akan terpeliharalah dalam sikap kehidupannya dan tidak
akan menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun terhadap orang lain sekaligus
kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyiaran ajaran agama dan hubungann
dengan masyarakat adalah suatu hal yang integral yang tidak bisa dilepaskan.
Adanya Sekolah Demokrasi yang turut memberikan kontribusi  pembangunan politik
berupa desiminasi opini publik tentang cara berpolitik yang benar sesuai dengan
prinsip dan tujuan ajaran agama Islam.
Menyorot tentang demokrasi dan cara berpolitik yang benar  menurut
pandangan siyasah Islam, tentu tidak terlepas dari hak asasi bagi setiap individu
dalam masyarakat. Jika berbicara tentang kebebasan setiap warganegara dalam
Islam, maka yang dimaksudkan adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah.
Kebebasan individu yang diberikan  oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif
dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya; tetapi tidak
ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak
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yang diberikan oleh Allah termasuk hak dan kebebasan dalam memilih dan dipilih
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tidak dapat disebandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh
Tuhan. Semua muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya sebagai
muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal
melaksanakannya atau melanggarnya dengan dalih apapun akan mendapatkan
sanksi.15
Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah SWT. dalam QS: al-
Maaidah (5):44:
…

Terjemahnya:
. . . Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.16
Ayat tersebut menunjukkan bahwa jika penguasa-penguasa duniawi
menganggap kata-katanya dan keputusannya sebagai kebenaran dan apa-apa yang
dikatakan Tuhan sebagai kebohongan; mereka adalah kafir. Sisi lain, apabila mereka
menganggap perintah-perintah Tuhan sebagai hal yang benar tetapi dengan sengaja
15Lihat Abu A’la al-Maududi, Human Righ of Islam, diterjemahkan Bambang Iriana  dengan
judul Hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 5.
16Departemen Agama RI, op.cit., h. 167.
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mereka mengesampingkannya demi membenarkan keputusan-keputusannya, maka
mereka adalah orang-orang keji, dan sebagainya.17
Dalam suatu kelompok, hak-hak seseorang ditetapkan dan dijamin oleh
kewajiban anggota-anggota yang lain baik secara individual atau secara kolektif.
Bagi konsepsi Barat tradisional, definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dapat
dibentuk dengan kriteria imperatif atau subyektif, tradisional atau nasional, dengan
demikian akan berbeda-beda menurut perkembangan masyarakat dan kondisi-kondisi
di luar manusia. Kewajiban untuk menghormati hak-hak perorangan dalam batas hal-
hal yang dianggap sebagai kebaikan umum, mendapatkan kekuatan pelaksanannya
dari sebab sosiologis, khususnya hal-hal yang dapat bercampur dengan moral,
karena membawa ciri tradisi kebudayaan, aspirasi psikologis dan kepastian
ideologis. Jaminan hak-hak perseorangan juga disokong oleh reaksi automatis yang
kadang-kadang juga bercampur dengan kekerasan, dilancarkan oleh masyarakat atau
perorangan. Karena jika tidak demikian, akan merembek kepada
ketidakseimbangan antara hak-hak prerogatif manusia dan kewajiban kolektif.18
Demikian dapat dipahami bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam suatu
hak yang mutlak yang diberikan setiap orang wajib menghormati hak-hak tersebut
termasuk hak berpolitik dan akan mendapat sanksi bagi mereka yang melanggar
atau tidak mengindahkannya.
17Lihat Al-Madudi, op.cit., h. 11.
18Ibid., h.12.
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Dengan merealisasikan ketentuan hukum yang ada, maka keadilan dalam
masyarakat akan tercipta dengan sendirinya. Manakala kebebasan dan hak-hak
asasi manusia tercipta di tengah masyarakat maka ketenteraman dan kedamaian
yang diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan akan mewarnai dalam
kehidupan masyarakat. Islam sebagai agama damai tentunya mengharapkan agar
kedamaian dalam masyarakat senantiasa terwujud dengan demikian masyarakat
akan menikmati hidup ini. Menurut Harun Nasution bahwa:
Keadilan sosial berarti tidak adanya diskriminasi, persamaan ras, jenis
kelamin, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Keamanan sosial berarti
jaminan kesehatan dan ganti rugi bagi penderita cacat, kehidupan keliarga menjadi
wilayah intervansi, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dan hak milik
keluarga. Kesejahteraan budaya mengandung arti hak yang sama untuk memasuki
sekolah.Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana meningkatkan kesadaran
setiap orang untuk ikut memperjuangkan tegaknya hak-hak asasi manusia.
Menanamkan kesadaran kepada mereka bahwa kedamaian dalam masyarakat akan
dapat terwujud manakala hak-hak asasi manusia telah terwujud dalam masyarakat
tersebut. Hal tersebut tergantung pada setiap individu, sejauh mana rasa
tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.19
Agama Islam sebagai agama penyempurna dari ajaran agama samawi
sebelumnya, tentu sangat mengharapkan agar dalam masyarakat tercipta suasana
19Lihat Harun Nasution dan Bakhtiar Efendy, Hak Asasi  Manusia dalam Islam (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1987), h. 115.
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kekeluargaan dan kebersamaan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu
dengan manusia lainnya dalam pandangan hukum, mereka harus diperlakukan sama.
Dalam Islam tidak membedakan antara kedudukan mereka yang punya kekuasaan
dengan manusia yang tidak punya kedudukan, semua itu harus diberlakukan sama
satu sama lainnya. Menurut Abd. Wahid Wafi bahwa: “Syariat Islam tidak
membedakan kedudukan dan hak seorang hamba sahaya dengan masyarakat pada
umunya”.20Dia diperlakukan serupa dengan manusia merdeka lainnya. Dia boleh
melangsungkan perkawainan dan hak-hak hidup lainnya. Seorang hamba sahaya
laki-laki mengawini seorang wanita merdeka, demikian juga sebaliknya seorang
hamba sahaya juga boleh mengawini dan atau dikawini oleh majikannya, suatu
ketentuan yang sangat jauh  berbeda dengan kondisi sebelum Islam datang,
sebelumnya mereka hanya pasrah saja pada tuannya.
Hak-hak asasi manusia senantiasa meperjuangkan dalam kehidupan
bermasyarakat persamaan hak. Karena itu maka hak-hak asasi manusia manakalah
telah terealisasikan dengan sebaik-baiknya maka manusia akan merasakan hidup
ini indah penuh dengan kedamaian tanpa ketakutan haknya akan dirampas oleh
orang lain. Tatanan kehidupan bermasyarakat tercipta dengan baik sepanjang
hak-hak individu dalam masyarakat itu tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena
itu hak-hak asasi manusia ini perlu diusahakan agar dapat terwujud dalam kehidupan
bermayarakat agar segenap masyarakat dapat menikmati hidup ini sesuai dengan
20Ali Abd. Wahid Wafi, Huquuqu al-Insan Fil Islam, diterjemahkan oleh Abu Ahmad Al-
Wakidiy dengan judul: Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Solo: Pustaka Mantik, 1991), h.
118.
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kemauannya dalam rangka meningkatkan kualitas diripribadinya sepanjang hal
tersebut tidak mengganggu orang lain. Artinya kebebasan seseorang dibatasi oleh
hak orang lain. Jika hal ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam hidup
bermasyarakat maka suasana kebersamaan dan kekeluargaan akan dapat tercipta
dalam masyarakat tersebut.
Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan
kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya,
maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila
kewajiban-kewajiban ditunaikan, maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya
tanpa perlu dituntut.
Hak-hak warganegara dalam Negara Islam antara lain adalah hak-hak politik,
yang meliputi:
1. Hak untuk memilih
2. Hak bermusyawarah
3. Hak untuk menurunkan pemimpin
4. Hak untuk mengawasi
5. Hak untuk mencalonkan
6. Hak untuk dipilih.21
Hak politik menurut siayasah Islam adalah hak-hak yang diperoleh seseorang
dalam kapasitasnya seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan
dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik
21Lihat Harun Nasution, op.cit., h. 116.
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juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil,
melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau emerintahan.22
Menurut Abd. Karim Jindan sebagaimana dikutip Ibnu Syarif bahwa salah
satu hak politik yang dapat dinikmati oleh rakyat atau warganegara dalam suatu
negara adalah hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan dalam suatu
pemerintahan baik langsung maupun melaluin perwakilan.23
Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu hak yang melekat pada diri setiap
individu seseorang menurut siyasah syari’ah adalah hak politik termasuk hak untuk
memilih dan dipilih baik sebagai pejabat legislatif maupun eksekutif. Kehadiran
Sekolah Demokrasi di Pangkep yang turut memberi kontribusi berupa desiminasi
opini publik tentang cara berdemokrasi merupakan suatu angin segar dalam
perkembangan dan pembangunan politik khususnya di Kabupaten Pangkep.
2. Advokasi Hak-Hak Masyarakat
Salah satu bentuk kontribusi Sekolah Demikrasi Pangkep terhadap
pembangunan politik di Kabupaten Pangkep adalah advokasi terhadap hak-hak
masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemkakan oleh Abd. Karim Direktur
Sekolah Demokrasi Pangkep bahwa:
Salah satu bentuk kontribusi Sekolah Demokrasi Pangkep khususnya terhadap
pembangunan politik di Kabupaten Pangkep antara lain adalah advokasi atau
pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Advoksi atau pembelaan hak-hak
masyarakat yang dimaksudkan adalah mendampingi anggota masyarakat untuk
22Lihat  Munajah Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas Muslim dalam Komunitas Islam
(Bandung: Anghkasa, 2003), h. 49.
23Ibid., h. 54.
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mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan kehidupan dan
pemukiman yang layak misalnya anggota masyarakat yang ada di sekitar
pertambangan.24
Sesuai hal tersebut, Rosdiana salah seorang alumni Sekolah Demokrasi
Pangkep mengemukakan bahwa:
Kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep turut memberikan andil dan kontribusi
terhadap pembangunan politik di Kabupaten Pangkep, seperti melakukan
pembelaan terhadap anggota masyarakat yang dirampas hak-haknya oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab, misalnya pengusaha-pengusaha besar.25
Dapat dipahami bahwa salah satu bentuk kontribusi Sekolah Demokrasi
Pangkep terhadap pembangunan politik di Kabupaten Pangkep adalah memberikan
advokasi kepada anggota masyarakat khususnya anggota masyarakat yang dilanggar
haknya oleh pihak tertentu, seperti pembelaan terhadap hak-hak anggota masyarakat
di sekitar pertambangan.
Sesuai hal tersebut H. Muh Saing mengemukakan bahwa:
Kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep cukup member kontribusi terhadap
pembangunan politik di Kabupaten Pangkep terutama mengadakan pembelaan
atau pendampingan terhadap masyarakat di sekitar pertambangan yaitu mereka
kurang aman tinggal di sekitar tambang yang sudah tercemar terutama
pencemaran debu, asap, dan kebisingan kendaraan milik pertambangan.26
Kaitan tersebut Supriadi salah seorang alumni Sekolah Demokrasi Pangkep
mengemukakan bahwa:
Salah satu dampak adanya pertambangan di Kabupaten Pangkep adalah
terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar pertambangan, terutama debu dan
24Abd. Karim, Direktur Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis , tanggal 24
Oktober 2013.
25Rosdiana,  Alumni  Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis di Kabupaten
Pangkep, tanggal 24 Oktober 2013.
26H. Muh Saing, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal
1  November 2013.
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asap kendaraan yang dapat merusak biota-biota lain termasuk hewan yang ada di
sekitar pertambangan, benih-benih ikan yang ada di empang anggota masyarakat
yang berdomisili di sekitar tambang. Kehadiran Sekolah Demokrasi di
Kabupaten Pangkep turut member kontribusi pada pembangunan politik
termasuk  mengadakan advokasi atau pendampingan kepada anggota masyarakat
terutama anggota masyarakat yang ada di sekitar pertambangan yang merasa
dirugikan haknya.27
Sesuai hal tersebut Arkam Asikin salah seorang pengajar Sekolah Demokrasi
Pangkep mengemukakan bahwa salah satu kontribusi Sekolah Demokrasi
Pangkep adalah melakukan pendampingan kepada anggota masyarakat yang
dirugikan hak-haknya terutama anggota masyarakat yang tinggal di pemukiman
penduduk yang sudah tercemar  oleh limbah pertambangan, seperti debu dan
asap kendaraan yang kurang ramah lingkungan. Realisasi dari pendampingan
tersebut antara lain mengadakan dialog dengan pihak PT. Semen Tonasa untuk
membicarakan dan mencari solusi mengenai dampak lingkungan yang
ditimbulkan oleh PT. Semen Tonasa. Melakukan dialog dengan anggota DPRD,
untuk  membicarakan tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh
berbagai perusahaan terutama perusahaan pertambangan, rekrutmen tenaga kerja
putra daerah terutama anggota masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan
atau pertambangan.28
Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu bentuk kontribusi SDP terhadap
pembangunan politik di Kabupaten Pangkep mengadakan pendampingan terhadap
anggota masyarakat terutama anggota masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai perusahaan terutama perusahaan tambang.
Alam atau lingkungan seharus dijaga dan dipelihara dengan baik bukan
untuk dirusak. Firman Allah SWT. Dalam QS. Hud (11):61.




27Supriadi, Alumni  Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis di Kabupaten
Pangkep, tanggal 1 November 2013.
28Arkam Asikin, Pengajar Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis di
Kabupaten  Pangkep, tanggal 2 November 2013.
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




Terjemahnya:
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia
Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian
bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi
memperkenankan (doa hamba-Nya)."29
Pada ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash (28): 77.







Terjamhnya:
Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.30
Kedua ayat tersebut dipahami bahwa Allah SWT. Menciptakan dan
menganugerahkan bumi untuk  dimanfaatkan, dipelihara, dan dijaganya. Manusia sebagai
khalifah (wakil atau pengganti) Allah, salah satu kewajiban atau tugasnya adalah membuat
bumi makmur. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan
29Departemen Agama RI, op.cit., h. 317.
30Ibid., h. 531.
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manusiaManusia harus mengiringi alam bertasbih memuji Allah, antara lain memelihara
kelestarian alam dan mengarahkannya kea rah yang lebih baik, dan bukannya melakukan
perusakan di muka bumi. Islam membolehkan Pengelolaan bumi dan pemanfaatannya dengan
syarat kelestarian dan keberlangsungannya, jangan sampai merusak habitat alam.
Usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis
atau politis atau karena desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian
lingkungan harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia
bersama-sama. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan
benar adalah ibadah kepada Allah SWT yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya,
setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya
alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkai-Nya. Karena
itu tergolong sebagai perbuatan maksiat atau munkar yang diancam dengan siksa.
Adanya kewajiban umat Islam yang belum dilaksanakan didalam masyarakat
karena rendahnya pendidikan agama tentang kewajiban umat Islam tersebut.
Kurangnya sosialisasi tentang lingkungan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial
di antara umat beragama. Terjadinya kerusakan lingkungan juga merupakan kelalaian
manusia dalam mengolah sumber daya alamnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Pangkep memiliki sumber daya
alam yang melimpah, yaitu mulai dari daratan, pegunungan sampai daerah kepulauan
dan lautan yang luas, bahkan beberapa pulau terluar yang masuk sebagai pulaunya
Pangkep berada dekat dengan kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan.
Kekayaan sumber daya alam Pangkep tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha
untuk dieksploitasi. Beberapa kekayaan alam Pangkep yang menyimpan tanah yang
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bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat semen diambil alih oleh Tonasa.
Gunung-gunung yang mengandung marmer diambil oleh puluhan perusahaan marmer
yang ada di Pangkep.
Kaitan tersebut, Muh Syahrir salah seorang tokoh masyarakat mengemukakan
bahwa:
Industrialisasi perusahaan tambang yang marak di Pangkep menjadikan Pangkep
strategis sebagai daerah industri. Namun hal tersebut tidak cukup untuk
mengatakan bahwa Pangkep masuk sebagai daerah yang maju. Karena sejak
berdirinya Tonasa dan berdirinya berbagai perusahaan tambang di Pangkep,
Pangkep masih seperti dulu, bahkan kini Pangkep justru masuk sebagai daerah
tertinggal. Peran perusahaan-perusahaan tambang tidak banyak mengubah nasib
penduduk Pangkep. Memang benar perusahaan tersebut menyerap tidak sedikit
penduduk lokal untuk bekerja di perusahaannya, namun persoalan Pangkep
bukan hanya terletak pada banyak sedikitnya karyawan yang diserap, namun
bagaimana masyarakat secara umum apalagi yang tidak bekerja di perusahaan
tersebut merasakan hasil dari sumber daya alam mereka yang dieksploitasi.31
Sesuai hal tersebut Abdullah mengemukakan bahwa:
Perusahaan-perusahaan tambang sesungguhnya dibebani kewajiban CSR
corporate social responsibility (CSR). Bahkan CSR tersebut tidak dipatok harus
direalisasikan dalam bentuk apapun. Namun, kewajiban CSR mengarah pada
masyarakat di sekitar tambang dan lingkungan yang telah dieksploitasi.
Masyarakat di sekitar tambang yang terkena dampak langsung dari pencemaran
tambang masuk sebagai kewajiban perusahaan untuk mensejahterakannya, bukan
hanya berkewajiban merekrut mereka untuk menjadi karyawan, tetapi bagaimana
menanggulangi pencemaran yang terjadi akibat tambang. CSR juga mewajibkan
perusahaan untuk menanggulangi kerusakan alam yang terjadi akibat dari
aktifitas tambang. Bukan membiarkan alam yang telah diambil tanahnya, atau
yang telah diambil marmernya menjadi area yang tidak lagi dapat difungsikan.
Namun bagaimana melakukan penghijauan dan pembenahan kembali, agar dapat
bermanfaat secara umum bagi masyarakat setelah perusahaan tersebut tidak
31 Muh Syahrir, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal
23 Oktober 2013.
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beroperasi lagi. Kehadiran SDP cukup berperan dalam memberikan advokasi
atau pembelaan kepada masyarakat yang dirampas hak-haknya.32
Berdasarkan beberapa keterangan tersebut dipahami bahwa kekayaan alam
Kabupaten Pangkep cukup melimpah, namun sebagian besar masyarakat Pangkep
tidak dapat menikmatinya, bahkan sebagian di antara mereka ada yang dirugikan
terutama anggota masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan. Mereka telah
diambil hak-haknya oleh pihak-pihak terkait, sehingga kesejahteraan yang mereka
dampakan tidak terwujud karenanya.
Perusahaan tambang di Pangkep melupakan kewajibannya terkait dengan
CSR. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang tidak menerapkan CSR, sedangkan
kerusakan alam dan pencemaran terjadi di depan mereka. Tidak sedikit masyarakat
mengeluh dan mengadu akibat pencemaran yang terjadi di sekitar rumah tempat
tinggal mereka, namun pemerintah yang seyogianya menjadi penghubung, penengah
dan pengayom masyarakat seringkali lebih memilih berpihak pada pengusaha.
Berbagai dialog yang digelar guna menghubungkan suara rakyat dengan pihak
pengusaha dan juga pemerintah berlalu begitu saja, tanpa perilaku berarti dari pihak
perusahaan maupun pemerintah untuk mengurangi persoalan yang ada. Sedangkan
bila dikaji lebih jauh, hadirnya CSR sesungguhnya menguntungkan pihak perusahaan
sendiri. Karena selain berfungsi untuk memberikan asas manfaat bagi masyarakat,
CSR juga sesungguhnya diharapkan mampu menjadi acuan untuk menjaga hubungan
harmonis antara perusahan dengan masyarakat di sekitar tambang. Karena bukan
32Abdullah , Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penuis  di Kabupaten Pangkep, tanggal 22
Oktober 2013.
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tidak mungkin banyak protes dari masyarakat terkait aktifitas tambang. CSR
sesungguhnya diperlukan oleh perusahaan untuk memberikan timbal balik dari
kerusakan di sekitar rumah mereka akibat tambang.
Pada sisi lain realisasi CSR tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya
mendapatkan manfaat dari CSR sering kali justru tidak tersentuh. Pengelolaannya
pun tidak transparan, tidak dikelola secara maksimal, berapa yang masuk ke PAD
Pangkep, berapa yang dalam bentuk bantuan langsung untuk masyarakat sekitar
tambang, berapa yang direalisasikan dalam bentuk kesehatan dan berapa untuk
pendidikan, semuanya terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Sesuai hal tersebut Abdul Fattah mengemukakan bahwa:
Seringkali CSR direalisasikan bukan pada tempatnya. Masyarakat sekitar
tambang di Kabupaten Pangkep butuh terhindar dari pencemaran akibat tambang,
butuh lingkungan hijau, justru menurut informasi dari salah seorang tokoh
masyarakat bahwa CSR direalisasikan dalam bentuk lain. Seharusnya yang lebih
penting dari implementasi CSR tersebut adalah pada hal-hal mendasar yang
dibutuhkan masyarakat Kabupaten Pangkep, terutama pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya mengatasi pencemaran yang terjadi akibat tambang. Ironisnya,
kondisi Pangkep hari ini tidak menjadi tumpuan pemerintah daerah untuk
mendorong transparansi CSR perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten
Pangkep, dalam upaya memberikan timbal balik dari kerusakan alam yang telah
mereka lakukan kepada masyarakat disekitar tambang. Menekan perusahaan
untuk turut serta memperbaiki Pangkep dari ketertinggalannya. Sebaliknya,
pemerintah terkesan diam, dan terlena dengan persoalan-persoalan yang kurang
menyentuh masyarakat Pangkep secara umum.33
Dapat dipahami bahwa kehadiran Sekolah Demokrasi di Pangkep turut
memberi andil dan kontribusi positif kepada masyarakat yakni mengadakan
33Abdul Fattah, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal
24 Oktober 2013.
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pendampingan, pembelaan atau advokasi kepada masyarakat yang telah diambil-
ambil hak-haknya.
Wacana tentang HAM, kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan di skala
Nasional Indonesia sampai dengan skala lokal daerah Indonesia, telah dijanjikan oleh
konstitusi sistem yang berlaku di Negara Indonesia yaitu sistem Demokrasi, dimana
sistem tersebut menempatkan segala keberpihakan untuk masyarakat, “dari rakyat
untuk rakyat”, namun beberapa kendala pun hadir diberbagai kalangan dengan
kepentingan-kepentingn yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Di
Kabupaten Pangkep, wacana tentang Demokrasipun belum tersalurkan secara
otomatis baik di kalangan legislatif dan birokrasi. Itu terlihat dengan banyaknya kasus
yang terjadi, baik dari aspek layanan publik maupun kehadiran kebijakan, belum
begitu menemptkan masyarakat sebagai item tertentu.
Hadirnya sekolah Demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Pangkep selama
tiga tahun terakhir ini, yang terwakili dari ornament partai politik, pengusaha, aktifis
dan pegawai, berdampak positif terhadap keberlangsungan sistem Demokrasi di
Pangkep dengan menempatkan masyarakat pada setiap kebijakan yang ada.
Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) telah menciptakan alumni sekitar 105
orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang ada di Kabupaten Pangkep, dapat
memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik di Kabupaten Pangkep,
yakni dapat membentuk konsep tentang  demokrasi di level lokal seperti Pangkep
untuk mencapai target Demokrasi subtansial.
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Para pengambil kebijakan di Pangkep tentu sangat tepat jika menjadikan
Sekolah Demokrasi sebagai partner untuk mengembangkan proses-proses
berdemokrasi yang baik di daerah tersebut. Selain aparat pemerintahan, partailah
yang sejatiny paling berkepentingan dengan kehadian sekolah ini karena Sekolah
Demokrasi bias menjadi ruang “kaderisasi” yang baik sehingga sebuah partai tidak
hanya melahirkan kader karbitan tapi kader yang memang betul menguasai proses-
proses berpolitik yang baik.
Tingkat kepercayaan masyarakat gerakan pendampingan yang dilakukan oleh
alumni Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) sedikit banyaknya mendapatkan respon
yang positif  dari masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya permintaan dari
masyarakat untuk mengadvokasi kasus-kasus atau isu yang perlu ditindak lanjuti.
Selain itu, salah satu makna penting kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP)
adalah untuk memberikan penyadaran ke masyarakat tentang seperti apa demokrasi
tersebut? Untuk apa demokrasi tersebut? Dan untuk siapa demokrasi tersebut? Karena
bukan hal mudah untuk mengubah strategi kepemimpinan suatu pemimpin.
Sesuai hal tersebut, Abdul Karim Direktur SDP mengemukakan bahwa:
Kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) turut juga mempengaruhi
dinamika demokrasi di Kabupaten Pangkep. Setidaknya bisa dilihat diawal
kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) 2010, yang saat bersamaan
kabupaten tersebut menggelar pemilukada. Desiminasi wacana terkait
pemilukada lokal saat itu merupakan garapan penting yang dikawal oleh Sekolah
Demokrasi Pangkep (SDP). Secara tidak langsung menjadi bagian dari
pendidikan politik warga. Tentu satu hal  yang tak dapat  dipungkiri, pewacanaan
pengelolaan dana CSR yang menjadi kewajiban perusahaan PT. Semen Tonasa
untuk masyarakat sekitaran pabrik, merupakan sumbangsih terpenting SDP. Hal
itu tidak lepas dari materi konsep yang diajarkan di Sekolah Demokrasi tentang
pengelolaan SDA. Untuk daerah Kabupaten Pangkep. Akhirnya wacana tersebut
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terealisasi pada tahun 2012. Anggaran dana CSR PT. Semen Tonasa yang
memfokuskan pada ring 1 (daerah wilayah pabrik perusahaan). Setidaknya
Sekolah Demokrasi ini mencetak 105 yang terdiri dari berbagai latar belakang
profesi, yang diberikan pemahaman-pemahaman untuk mensesuaikan system
demokrasi dengan keadaan daerah Kabupaten Pangkep yang berbasis untuk
masyarakat lokal Pangkep sendiri.34
Begitu juga dengan keterangan salah seorang pengelola SDP yang berdomisili
di darah perusahaan di Kabupaten Pangkep, Abd. Muin  mengatakan bahwa:
Demokrasi lokal di Pangkep masih perlu adanya kedewasaan cara berpikir yang
masih bersifat normatif. Segalanya masih diukur dari sisi materi dan finansial,
kurang lebih sifat kedaerahan masih didahulukan, masih jauh dari harapan
masyarakat. Selain itu, pelayanan publik saat ini mengalami kemunduran yang
cukup signifikan. Sekarang ini sistem keterbukaan atau pelayanan publik
birokrasi yang cukup panjang dan berbelit-belit. Oleh karena itu, membangun
daerah tidak cukup dengan janji saja tapi dengan bukti. Kemudian pemerintah
daerah harus bekerja profesional efektif, efisien, bukan berdasarkan kepentingan
kelompok. perlunya semua alemen masyarakat untuk mengawal demokrasi di
Pangkep jauh lebih dalam lagi agar tercipta demokrasi yang subtantif, yang
diinginkan dan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat. Kehadiran SDP
cukup memberi kontribusi dalam meminimalisasi penyimpangan yang terjdi
terutama desiminasi dan advokasi terhadap anggota masyarakat yang dirugikan.35
Uraian tersebut dipahami bahwa kehadiran Sekolah Demokrasi Pangkep
cukup membeir andil dan kontribusi terhadap pembangunan politik di Kabupaten
Pangkep terutama memberikan desiminasi opini kepada publik dan melakukan
advokasi atau pembelaan kepada masyarakat yang tertindas atau dirugikan hak-
haknya.
34Abd. Karim, Direktur Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis , tanggal 24
Oktober 2013.
35Abd. Muin, Pengelola Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis di Kabupaten
Pangkep, tanggal 25 Oktober 2013.
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Dalam perjalanannya Sekolah Demokrasi menjadi wacana mulai ditingkat
bawah hingga pemangku kebijakan. Dampak langsung maupun tidak langsung dapat
dirasakan secara kasat mata. Namun begitu, banyak juga yang harus menunggu
hingga beberapa hari, bulan bahkan beberapa tahun ke depan.
Tujuan ideal sekolah Demokrasi tidak lain adalah mencoba membetuk aktor-
aktor demokrasi lokal. Diawali dengan proses yang sangat menentukan, yaitu
merekrut muda-mudi yang siap di tempat dan siap tempur. Salah satu syarat yang
juga sangat menentukan adalah peserta harus berdomisili dan tinggal di Kabupaten
Pangkep.
B. Kendala Sekolah Demokrasi (SDP) terhadap Pembangunan Politik di
Kabupaten Pangkep
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Menurut Abd. Karim Direktur SDP bahwa salah satu faktor yang menjadi
kendala SDP terhadap pembangunan politik di Kabupaten Pangkep adalah
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan SDM yang dimaksudkan
adalah kurangnya tenaga ahli khususnya tenaga ahli yang dapat mengelola SDP
termasuk tenaga advokasi yang dapat mendampingi anggota masyarakat yang
memerlukan bantuan. Proses desiminasi dan advokasi oleh SDP dapat dilaksanakan
dengan optimal apabila didukung oleh ketersedian SDM yang memadai. Dengan
SDM yang memadai akan menghasilkan proses desiminasi opini publik dan proses
advokasi yang berkualitas,  yang bermanfaat terhadap suksesnya proses demokratisasi
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dan pembangunan politik di Kabupaten Pangkep. Namun sebaliknya, keterbatasan
SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dan menjadi kendala dalam
menjalankan fungsi dan kontribusi SDP terhadap pembangunan politik di Kabupaten
Pangkep. Hal ini tampak dari tingkat pendidikan baik pengelola maupun fungsional
SDP yang berpendidikan umumnya masih Strata Satu (S1).36
Uraian tersebut dipahami keterbataan sumber daya manusia terutama tenaga
fungsional Sekolah Demokrasi Pangkep merupakan salah satu kendala dalam
menjalankan peranan dan kontribusinya terhadap pembangunan politik di Kabupaten
Pangkep.
2. Keterbatasan Dana
Menurut Abd. Karim bahwa selain ketersedian sumber daya pengelola dan
fungsional SDP, untuk melaksanakan peran dan kontribusinya terhadap
pembangunan politik juga diperlukan biaya. Keterbatasan dana atau biaya sangat
berpengaruh terhadap operasional dan optimalisasi fungsi sosialisasi, desiminiasi, dan
advokasi terhadap  masyarakat. Biaya atau dana operasional proses sosialisasi di sini
cukup terbatas, sehingga sangat sulit SDP untuk melaksanakan fungsi, peran, dan
kontribusinya secara maksimal. Hal tersebut dimaklumi karena dana yang dimiliki
36Abd. Karim, Direktur Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis , tanggal 24
Oktober 2013.
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oleh SDP hanya merupakan donasi atau sumbangan dari masyarakat, bukan dana dari
pemerintah.37
Berdsarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap pembangunan politik di Kabupaten Pangkep adalah
keterbatasan atau ketidakcukupan sarana fungsional, yakni sarana kerja yang ada
belum cukup dalam menunjang operasional peroses kontribusi pembangunan politik.
3. Keterbatasan Sarana Kerja
Faktor lain yang berpengaruh terhadap pembangunan politik SDP di
Kabupaten Pangkep adalah keterbatasan sarana kerja. Hal tersebut sebagaimana
dikemukakan oleh Saiful Mujib salah seorang pengelola SDP bahwa tersedianya
sarana kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi. Sarana
kerja yang dimiliki oleh SDP masih belum memadai atau belum cukup dalam
menunjang proses sosialisasi terutama proses desiminasi opini public dan advokasi
terhadap masyarakat. Keterbasan sarana kerja tersebut sangat mempengearuhi kinerja
fungsional SDP.38
Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang
berpengaruh dan menjadi kendala dalam proses pembangunan politik Sekolah
Demokrasi Pangkep adalah keterbatasan atau ketidakcukupan sarana kerja, yakni
37Abd. Karim, Direktur Sekolah Demokrasi Pangkep, wawancara oleh penulis , tanggal 24
Oktober 2013.
38Saiful Mujib, Pengelola SDP, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pangkep, tanggal 25
Oktober 2013.
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sarana kerja yang ada belum cukup dalam menunjang operasional peroses sosialisasi
terutama proses desiminasi opini publik dan proses advokasi terhadap masyarakat
yang membutuhkan bantuan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk  Kontribusi  Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP)  terhadap
Pembangunan Politik di Kabupaten Pangkep adalah desiminasi opini publik,
yaitu memberikan pemahaman baik kepada peserta didik maupun kepada
anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep tentang cara
berdemokrasi dan berpolitik, cara memilih calon pejabat eksekutif misalnya
pemilukada, cara memilih calon legislative misalnya memilih anggoda DPRD,
yakni memilih pejabat eksuktif dan legislatif yang dianggap bersih dan
bertanggung jawab kepada rakyat atau masyarakat agar kesejahteraan
masyarakat Pankep dapat terwujud. Advokasi, yaitu melakukan pembelaan
kepada anggota masyarakat khususnya anggota masyarakat yang dilanggar
haknya oleh pihak tertentu, seperti pembelaan terhadap hak-hak anggota
masyarakat di sekitar pertambangan.
2. Kendala Sekolah Demokrasi (SDP) terhadap Pembangunan Politik di
Kabupaten Pangkep yaitu: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),  yaitu
kurangnya tenaga ahli khususnya tenaga ahli yang dapat mengelola SDP
termasuk tenaga advokasi yang dapat mendampingi anggota masyarakat yang
memerlukan bantuan. Keterbatasan dana, yaitu sarana kerja yang ada belum
cukup dalam menunjang operasional peroses kontribusi pembangunan politik.
Keterbatasan Sarana Kerja, yakni sarana kerja yang ada belum cukup dalam
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menunjang operasional peroses sosialisasi terutama proses desiminasi opini
publik dan proses advokasi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
B. Saran
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep, Anggaran Sekolah Demokrasi
Pangkep perlu dipertimbangkan sebagai mitra dalam proses pembangunan
politik di Kabupaten Pangkep.
2. Perlu peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan SDP Pangkep
dalam menunjang proses pembangunan politik di Kabupaten Pangkep.
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